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PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, PENGAWASAN 
PAJAK, DAN SUNSET POLICY (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK 
DI KPP PRATAMA WILAYAH MAKASSAR SELATAN) 
ABSTRAK 
Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun 
bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran 
wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah penggelapan pajak tersebut menjadi 
kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap minimalisasi tax evasion, untuk 
mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap minimalisasi tax evasion, untuk 
mengetahui pengaruh pengawasan pajak terhadap minimalisasi tax evasion dan 
untuk mengetahui pengaruh sunset policy terhadap minimalisasi tax evasion. 
Penelitian ini dilakukan dengan  metode  purposive sampling dengan 
sampel sebanyak 91 responden dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 
wilayah Makassar Selatan. Data yang digunakan  adalah  data  primer  melalui  
kuesioner. Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah uji 
validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik (uji Multikolonieritas, uji 
heteroskedastisitas, uji normalitas) dan analisis regresi berganda, uji koefisien 
determinasi dan uji hipotesis (uji statistik F dan uji statistik t). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif 
signifikan terhadap minimalisasi tax evasion, sistem perpajakan berpengaruh 
positif signifikan terhadap minimalisasi tax evasion, pengawasan pajak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap minimalisasi tax evasion, dan sunset 
policy berpengaruh positif signifikan terhadap minimalisasi tax evasion. 
 
 
Kata kunci : Tarif pajak, sistem perpajakan, pengawasan pajak, susnset policy, 









A. Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Selain PPN, Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber 
terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat 
banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, 
menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan 
negara. 
Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan 
Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan 
nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran 
dan kepedulian untuk membayar pajak. Pajak telah menjadi sumber utama 
penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu 
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, hal tersebut tertuang sebua 
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 proses tercapainya suatu tujuan. Seseorang mempunyai motivasi berarti ia dalam 
Asnggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 
merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.  
Suatu negara dalam mengatur perekonomian nasional harus membuat 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tidak terkecuali Indonesia. 
Salah satu sumber APBN Indonesia yang utama adalah pajak. Saat ini 2/3 dari 
pendapatan negara berasal dari pajak (Permatasari, 2013:1). Di Indonesia usaha-
usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak 
dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak.  
Tax evasion sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara 
melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara melaporkan sebagian 
penjualan atau memperbesar biaya secara fiktif (Darussalam, 2009 dalam 
Agustiati (2011:13).  
Menurut Darussalam (2009) dalam agustiati (2011:3) Tax evasion 
menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. 
Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan 
meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar 
mereka akan melakukan penghindaran pajak. Rahman (2013) dalam Rachmadi 
(2014:3) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dapat dilakukan 
oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan 
perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya 
celah dalam Undang-Undang Perpajakan (loopholes), sehingga dapat 
disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam 
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memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Namun, 
meskipun kenyataan bahwa tingkat penerimaan pajak setiap tahun mengalami 
pertumbuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya pajak mengalami 
banyak permasalahan di negeri ini, terutama masalah mengenai kepatuhan pajak 
(tax compliance). 
Tax evasion  adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di 
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah 
daripada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau  
melaporkan  biaya  yang  lebih  besar  daripada  yang  sebenarnya (overstatement 
of the  deductions) di lain pihak. Bentuk  tax evasion  yang lebih parah  adalah  
apabila  Wajib  Pajak  (WP)  sama  sekali  tidak  melaporkan penghasilannya  
(non-reporting  of  income).  Adanya  perlakuan  tax  evasion dipengaruhi  oleh  
berbagai  hal  seperti  tarif  pajak  terlalu  tinggi,  kurang informasinya  fiskus  
kepada  WP  tentang  hak  dan  kewajibannya  dalam membayar  pajak,  
kurangnya  ketegasan  pemerintah  dalam  menanggapi kecurangan dalam 
pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan tax 
evasion.  
 Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syua‟ra/26: 181-184. 
    
   
    
 
     
  
    
     








“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang 
yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah 
menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu". 
 
Dijelaskan melalui ayat diatas tentang kebenaran dan keadilan dalam 
mengukur (menakar) juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, 
pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga semua orang wajib mengukur 
kekayaan secara benar dan adil. Oleh karena itu, semua pekerjaan yang dilakukan 
harus dikerjakan dengan denar dan adil.  
Menurut Lebukan (2011:18) menyatakan bahwa Wajib Pajak melaporkan 
pajak terutangnya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak 
salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangnya, serta adanya 
kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga 
jumlah pajak yang dibayar sedikit. Berbagai macam kasus adanya tindak 
penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 1.1 
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Denda dua kali lipat 
tagihan pajak yakni 
sebesar Rp 2,5 triliun 
plus sanksi denda 
48% dari tagihan 
pajak.  
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KPP Jakarta Sunter 
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membayar pajak 
berikut dendanya dari 















denda sebesar Rp100 
juta subsider 3 bulan 
kurungan, membayar 





diganti dua tahun 
penjara 










 Pidana Penjara 
selama 6 (enam) 
bulan dikurangi 
selama masa tahanan 
denda sebesar 1 
(satu) kali pajak 
terutang yang tidak 
atau kurang dibayar 
dari pajak yang tidak 
disetor tersebut atau 
sejumlah 
Rp.1.208.326.750, 




faktur pajak yang 
PT TD, PT CBT, 
PT CAP 
Hukuman pidana 2 
bulan dan paling 






denda paling sedikit 2 
kali dan paling 
banyak 6 kali lipat 
jumlah pajak dalam 
faktur pajak. 
Sumber : Diolah dari berbagai referensi, 2016 
Beberapa kasus mengungkapkan kejadian penggelapan pajak/tax evasion, 
yaitu Direktorat Jenderal Pajak menemukan dugaan kekurangan pembayaran 
pajak pada 2007 oleh ketiga perusahaan batu bara Grup Bakrie, yaitu PT Bumi 
Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. 
Pemeriksaan bukti permulaan (setara dengan penyelidikan di kepolisian dan KPK) 
atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun itu menunjukkan ada indikasi 
kesalahan data, sehingga mengakibatkan kekurangan sekitar Rp 2,1 triliun 
(Tempo, dalam gudang makalah.com, 2011). Kasus penggelapan pajak tersebut 
dilakukan dengan melakukan manipulasi data pada Surat Pemberitahuan Pajak 
yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal serupa terjadi juga pada PT Asian Agri 
Grup. 
 Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, PT Asian Agri Grup disebutkan telah 
memanipulasi isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama tiga tahun sejak 
2002. Perusahaan ini menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi 
ekspor dan menciutkan hasil penjualan dengan total Rp 2,6 triliun 
(BBCInonesia.com, dalam gudang makalah.com, 2011). Selain kasus penggelapan 
pajak yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan di atas, Direktorat Jenderal 
Pajak juga menyidik 46 kasus dugaan penggelapan pajak lainnya pada tahun 
2008. Perkiraan kerugian negara akibat penggelapan itu sekitar Rp 325 miliar. 
Menurut Kepala Subdirektorat Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Pontas Pane, 
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jumlah kerugian negara digabungkan dengan dugaan penggelapan pajak Asian 
Agri mencapai Rp 1,625 triliun (pajak.com dalam gudang makalah.com, 2011). 
Badan Pemeriksa Keuangan mencurigai aparat pajak bermain dalam dugaan kasus 
manipulasi pajak Asian Agri. 
Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu 
perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya 
kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut, seperti halnya dengan 
penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) dalam Rahman (2013:9)  
menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan 
oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, 
korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah 
dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak 
Negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait 
dalam membayarkan pajaknya. Adanya tindakan penyelundupan pajak yang 
terjadi akan membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar. 
Sebagai upaya untuk melakukan terobosan baru, pemerintah yang dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan 
pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas 
pelaporan pajak. tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi 
masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal 
dengan Sunset Policy. Dengan diberlakukannya sunset policy diharapkan wajib 
pajak akan semakin jujur dan adil dalam membayarkan pajak merekadan 
memanfaatkan pengahapusan sanksi administrasi pajak tersebut.  
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Dalam prinsip self assesment system, telah mengubah paradigma pajak 
selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban 
melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Upaya 
pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan 
guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Pengawasan itu 
sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 
kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 
Disinalah Sunset policy akan sangat berguna bagi wajib pajak karena hal tersebut 
akan membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak..  
Dengan  menganut  prinsip  self  assessment  system  tersebut  pemerintah 
memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  melaksanakan 
kewajiban  perpajakan  atas  kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab,  serta  dengan 
menegakan  keadilan  hukum  dan  kepastian  hukum  juga  perbaikan  mutu 
pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman   
dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut 
serta  berperan  dalam  mensukseskan  pembangunan  nasional. 
 Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  menangani  kecurangan  dalam  
perpajakan yaitu dengan melaksanakan pengawasan pajak, karena pada masa 
sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 
Wajib  Pajak, diantaranya  adalah memanipulasi  pendapatan  atau penyelewengan 
dana pajak. Pengawasan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana  
kepatuhan  Wajib  Pajak  di  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya. 
dengan dilakukannya penelitian ini  diharapkan bisa mengukur sejauh mana 
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keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak 
secara  adil  dan  merata,  serta  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh 
variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan  
penggelapan  pajak.  Untuk  itu  peneliti  melakukan  penelitian  ini  dengan  judul 
“Pengaruh Tarif pajak, Sistem Perpajakan, pengawasan pajak, dan sunset 
policy  terhadap  minimalisasi  Penggelapan Pajak (Tax Evasion)” 
B. Rumusan masalah 
Penggelapan pajak merupakan tindakan yang terungkap akhir-akhir ini 
yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta aparat pajak. Berdasarkan latar 
belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah. 
1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap minimalisasi tax evasion?  
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap minimalisasi tax 
evasion? 
3. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap minimalisasi tax 
evasion? 
4. Apakah sunset policy berpengaruh terhadap minimalisasi tax evasion? 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk. 




b. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap minimalisasi 
tax evasion. 
c. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pajak terhadap minimalisasi 
tax evasion.  
d. Untuk mengetahui pengaruh sunset policy terhadap tax evasion. 
2. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut. 
a. Secara teoritis 
Secara teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan 
konsep teroritis dalam masalah tax evasion, khususnya wajib pajak orang 
pribadi di KPP pratama Makassar Selatan. Dimana wajib pajak membuat 
motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. 
Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Semakin adil sistem 
perpajakan yang berlaku menurut seorang wajib pajak maka tingkat 
kepatuhannya akan semakin meningkat, hal ini berarti bahwa 
kecenderungannya untuk melakukan tax evasion akan semakin rendah dan 
Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. 
Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat 
pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pajak itu telah 
memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. 
b. Secara praktis  
Secara praktis diharapkan memberikan pengetahuan, informasi 
mengenai penggelapan pajak serta mengetahui gejala-gejala terjadinya 
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penggelapan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih teliti dalam 
melaksanakan tugasnya serta membentuk perilaku etis sejak dini. Penelitian 
ini dapat membantu para wajib pajak dalam mengidentifikasi hal-hal yang 


























A. Landasan Teori 
1. Teori keadilan  
Fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti adil, wajar, dan 
jujur. Dalam hal ini, kata fairness lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti 
seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil. 
Pemilihan kata adil disini disebabkan oleh peralihan bahasa inggris dari kata 
fairness ke dalam bahasa Indonesia, dimana kata wajar belum dapat dipahami 
oleh semua orang, terutama bila dikaitkan dengan perpajakan. Melalui pengertian 
adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu negara haruslah 
terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan 
pihak yang satu dengan yang satunya (Berutu, 2013:14). 
Persepsi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 
dimensi menurut Gerbing (1988) dalam Berutu (2013:14) yang mengukur 
keadilan pajak dari (1) keadilan umum dan distribusi beban pajak (general 
fairness and distribution of the tax burden), membahas tentang apakah sistem 
pajak selama ini sudah mencakup keadilan secara menyeluruh dan distribusi 
beban pajak yang merata dan adil, (2) timbal balik pemerintah (exchange with the 
government), membahas tentang timbal balik yang secara tidak langsung 
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diberikan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak, (3) Ketentuan-
ketentuan khusus (special provisions), membahas tentang ketentuan dan insentif 
yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak, (4) Struktur tarif pajak 
(preferred tax-rate structure), membahas tentang tarif pajak 
progresif/flat/proporsional yang lebih disukai masyarakat, (5) kepentingan pribadi 
(self-interest), membahas tentang kondisi seseorang yang membandingkan tarif 
pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. 
Tingkat keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang lebih 
disukai (preferred tax rate structures) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan 
WP OP. Dimensi ini membahas perilaku kepatuhan pajak yang dilihat melalui 
tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa beban 
pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan 
dan tidak sama bagi setiap individu. Kepatuhan wajib pajak disebabkan karena 
adanya kepentingan pribadi (self interest), dimana hal ini menunjukkan adanya 
perilaku seorang WPOP untuk membandingkan beban pajak yang dia bayar 
dengan beban pajak WPOP lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun 
berbeda. 
 Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak 
yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar 
yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, 
keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, 
yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah 
dibayar (Spicer & Lundstedt, 1976) dalam Bertu (2013:15). Jika wajib pajak tidak 
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setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak 
mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak 
mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka 
atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan 
melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban 
pajak mereka. 
2. Teori Utilitas Ekspektasi 
Model pendekatan penggelapan pajak oleh Allingham dan Sandmo (Model 
A-S, 1972) yang menggunakan  konsep  expected  utility  untuk  menjelaskan  
perilaku  kepatuhan  wajib  pajak.  Mereka menggunakan  variabel-variabel  yang  
dikenal  sebagai  faktor  ekonomi,  yaitu:  penghasilan  sebelum pajak, tarif pajak, 
besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya penalti. Keputusan melaporkan 
pajak merupakan suatu keputusan dalam ketidakpastian sebab tidak melapor 
pendapatan secara penuh tidak secara  otomatis  mendapat  penalti.  Wajib  pajak  
dapat  memilih  untuk  melaporkan  semua pendapatan aktualnya atau melaporkan 
dengan jumlah lebih sedikit. Keputusan mengenai jumlah pendapatan yang 
dilaporkan tergantung pada utilitas ekspektasi wajib pajak. Utilitas ekspektasi 
dianggap dapat dihitung (cardinal)  yang  merupakan  utilitas  tertimbang  dari  
kegiatan  melaporkan  seluruh  pendapatan  dan melaporkan  sebagian  pendapatan  
dengan  risiko  terkena  penalti.  
Keputusan  kepatuhan  pajak  dalam model A-S adalah menentukan 
jumlah pendapatan yang akan dilaporkan agar dapat memaksimalkan utilitas 
ekspektasinya pada tataran perilaku penghindar risiko. Yitzhaki  (1974)  
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memodifikasi  model  klasik  dasar  ini  dengan  memfokuskan pada  dampak 
substitusi  (subsitution  effect)  dari  penalti.  Argumen  yang  digunakan,  yaitu  
jika  tarif  penalti berhubungan secara proporsional dengan tarif pajak, maka 
dampak subtitusi dapat dihilangkan, yang ada  hanyalah  dampak  pendapatan.  
Dengan  demikian,  tidak  terjadi  ambigu.   Di  samping   Yitzhaki, terdapat 
beberapa peneliti lain yang memodifikasi model A-S, seperti Slemrod  et al.  
(1999), Orviska dan Hudson (2002), Chang dan Jin (2003), Snow dan Warren Jr. 
(2005), serta Eide (2002). 
Selanjutnya teori tersebut dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo 
(1972) yang dikenal dengan model A-S atau teori utilitas ekspektasi, dimana 
pembayar pajak diasumsikan  sebagai  pihak  yang  benar-benar  tidak  bermoral  
yang  menyamakan keputusan  apakah  melakukan  penggelapan  pajak  atau  
tidak,  dan  berapa  banyak, dengan  pendekatan  keputusan  beresiko  yaitu  
sebagai  suatu  pilihan  memaksimalkan utilitas  yang  diekspektasi.  Mereka  
menggunakan  variabel-variabel  yang  dikenal sebagai  faktor  ekonomi,  yaitu:  
penghasilan  sebelum  pajak,  tarif  pajak,  besarnya peluang  untuk  diperiksa  dan  
besarnya  penalti.  Keputusan  melaporkan  pajak merupakan suatu keputusan 
dalam ketidakpastian sebab tidak melaporkan pendapatan secara  penuh  tidak  
secara  otomatis  mendapat  penalty. 
Wajib pajak dapat memilih untuk melaporkan semua pendapatan 
aktualnya atau melaporkan dengan jumlah lebih sedikit.  Keputusan  mengenai  
jumlah  pendapatan  yang  dilaporkan  tergantung  pada utilitas  ekspektasi  wajib  
pajak.  Utilitas  ekspektasi  dianggap  dapat  dihitung  yang merupakan  utilitas  
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tertimbang  dari  kegiatan  melaporkan  seluruh  pendapatan  dan melaporkan 
sebagian pendapatan dengan risiko terkena penalti. Keputusan kepatuhan pajak 
dalam model A-S adalah menentukan jumlah pendapatan yang akan dilaporkan 
agar  dapat  memaksimalkan  utilitas  ekspektasinya  pada  tataran  perilaku  
penghindar risiko. 
B. Dasar - Dasar Perpajakan 
1. Pengertian Pajak 
Menurut Tjahyono dan Fakhri (2005) dalam Imelda (2014:2), pajak adalah 
suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara 
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan 
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 
secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Sedangkan menurut 
pasal 1 UUD No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 
bahwa : 
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
 Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2011:1) menyimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur – unsur pokok yaitu :  
a. Iuran atau pungutan dari rakyat kepada negara.  
b. Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta 
standar aturan pelaksanaannya.  
c. Pajak dapat dipaksakan.  
d. Tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi secara 
langsung.  
e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang bermanfaat 
bagi masyarakat luas. 
Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgeter) 
yang berarti sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Pajak juga memiliki fungsi mengatur (reguler) yang 
memiliki arti bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan 
melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2008). Untuk 
mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak tergantung 
pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan 
masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.   
2. Wajib Pajak  
Wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:23) adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan perpajakan.  
3. Fungsi Pajak  
Fungsi pajak merupakan kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak 
itu sendiri. Mardiasmo (2011:1) dalam Putri berpendapat pajak mempunyai dua 
fungsi , yaitu :  
1. Fungsi budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam 
APBN sebagai penerimaan dalam negeri.  
2. Fungsi mengatur (regulerend)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehinga peredarannya dapat 
ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 
4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak  
Kewajiban Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:56) dalam Putri yaitu : 
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.  
b.  Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.  
c.  Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.  
d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor 
Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.  
e.  Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.  
 30 
 
f. Jika diperiksa wajib :  
1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak.  
2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.  
g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk 
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh 
permintaan untuk keperluan pemeriksaan.  
Hak – hak Wajib Pajak, yaitu : 
a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.  
b. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.  
c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.  
d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.  
e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran 
pajak.  
f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat          
ketetapan pajak.  
g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.  
h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta 
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.  
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i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.  
j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.  
k. Mengajukan keberatan dan banding.  
C. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Penggelapan Pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari 
pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian 
dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar 
(berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan 
penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri 
dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri dll). 
1. Pengertian Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
Pengertian Tax Evasion menurut Defiandry Taslim (2007), yaitu : 
 
“Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil  
jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan 
melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion merupakan 
pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh diDlakukan, karena 
pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana”. 
 
Pengertian Tax Evasion menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), yaitu : 
“Pengelakan Pajak (tax evasion) merupakan usaha aktif Wajib Pajak 
dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak 
atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah 
terutang menurut aturan perundang-undangan”. 
 
Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan 
cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat 
penerimaan negara (unlawful) (Xynas, 2011) dalam Rachmadi (2014:18). 
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Menurut Resmi (2009) dalam rachmadi (2014:18), upaya menghindari pajak 
dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan 
kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja 
tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak. Menurut (Nurmantu, 2003 
dalam rachmadi, 2014:19) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan 
dikarenakan: 
a. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus 
dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak 
berperilaku curang. 
b. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka 
makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan. 
c. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka 
makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang. 
d. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku 
kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan 
kecurangan. 
Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu 
upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan seperti berikut (Brotoharjo, 2007) dalam 
rachmadi (2014:19) : 
a) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu. 
b) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu. 
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c) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan 
benar. 
d) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. 
e) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para 
karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. 
f) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang. 
g) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga. 
h) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan 
pembayaran pajaknya dengan cek. 
i) Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan 
intimidasi lainnya. 
Tax evasion adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak 
dengan cara melanggar undang-undang  perpajakan sehingga penerimaan Negara 
dirugikan. Dalam hal ini wajib pajak telah melakukan penyelundupan atau 
pelanggaran pajak yang tentunya tidak diperkenankan oleh Negara (sifatnya 
illegal).  Menurut Biron (2010) dalam Agustiati (2011:14) Tax evasion memiliki 
beberapa elemen yaitu : 
a. Akhir yang ingin dicapai, pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang 
seharusnya atau tidak membayar pajak atas pendapatan yang seharusnya 
dikenakan pajak.  
b. Berbagai tindakan yang melanggar undang-undang misalnya dengan menyuap 
petugas pajak. 
2. Penyebab Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
 34 
 
Adapun penyebab terjadinya tax evasion atau penggelapan pajak adalah 
(Rahayu, 2010 dalam Permita, 2014:4) yaitu : 
1. Kondisi Lingkungan  
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yanag terpisahkan dari manusia 
sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain, 
begitu juga dalam dunia perpajakan. Jika lingkungan kondisinya baik, masing-
masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan 
membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika 
lingkungan sekitar kerap melakukan pelanggaran, maka masyarakat saling meniru 
untuk tidak mematuhi peraturan dan melakukan perlawanan pajak.  
2. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan  
Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan 
dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika 
pelayanan yang diberikan oleh aparat pemungut pajak telah memuaskan wajib 
pajak, maka wajib pajak menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai 
meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah, tetapi jika dilakukan 
tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa 
malas untuk membayar pajak kembali 
3. Tingginya Tarif Pajak.  
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan 
pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu 
keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari 
pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan 
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perpajakan. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius 
berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin 
mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, karena mereka 
tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. 
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang buruk.  
Penetapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam 
proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, 
pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak 
menemui hambatan yang berarti. 
Sedangkan yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M 
Zain (2008:51) dalam Permita (2014:4), yaitu : 
a. Tidak menyampaikan SPT. 
b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar. 
c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP. 
d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. 
e. Berusaha menyuap fiskus. 
3. Akibat Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
Menurut Gunadi (2007) dalam Permita (2014:5), beberapa akibat dari 
perbuatan penggelapan pajak yaitu:  
1. Dalam bidang keuangan.  
Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena 
dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-
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konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, 
keadaan inflasi.dll.  
2. Dalam bidang ekonomi  
Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para 
pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukan penggelapan pajak dengan 
cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga perusahaan yang 
menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan 
pengusaha yang jujur.  
3. Dalam bidang psikologi  
Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja 
membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Karena tujuan wajib pajak 
dalam menggelapkan pajak pasti untuk mencari keuntungan yang lebih besar. 
Tax evasion seharusnya dapat dikendalikan. Tingkat tax evasion 
tergantung beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 
a. Wajib pajak cenderung untuk mengelak dari pembayaran pajak jika dirasakan 
timbal balik dari pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukan tidak 
jelas. 
b. Penghindaran pajak juga tergantung dari  korupsi yang dilakukan oleh petugas 
pajak. Petugas pajak dan wajib pajak dapat bekerja sama melakukan 
pengelakan pajak dengan memperkecil pembayaran pajak dan memberikan 
suap kepada petugas wajib pajak. Kasus ini seperti di kasus gayus tambunan 
di Indonesia yang kini marak diperbincangkan. 
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c. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dari hasil pembayaran pajak. Wajib 
pajak enggan melakukan pembayaran pajak yang seharusnya, dapat 
dikarenakan wajib pajak menganggap pemerintah melakukan korupsi melalui 
anggaran yang dipenuhi dari penerimaan pajak. 
B. Tarif Pajak 
Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang 
(pajak yang harus dibayar).  Menurut teori motivasi menurut Hilgard dan 
Atkinson (1979) dalam Permitasari (2013:2) menyatakan dimana wajib pajak 
membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. 
Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan 
dengan tarif pajak dapat digolongkan kedalam kepatuhan teknik yang mencakup 
kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib 
pajak.  Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan 
pendapatan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin tinggi tarif pajak 
semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun. 
Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam 
hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka 
tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 
ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak 
proporsional yaitu 10%. Masalah penggelapan pajak di Indonesia merupakan 
suatu fenomena terkait dengan sistem perpajakan dan moral pajak. Sistem 
perpajakan seperti: tarip pajak, probabilitas audit, dan sanksi, secara teoritis 
merupakan salah satu sumber penyebab rendahnya kepatuhan pajak.  
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Pengaturan tarif pajak dapat diketemukan dalam Hukum Pajak Materiil. 
Tarif digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus 
dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan. Dalam praktik 
pemungutan pajak, tarif pajak yang digunakan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan pajak dapat berupa tarif-tarif pajak sebagai berikut 
(Suparnyo, 2012:45) :  
1. Tarif proporsional atau sebanding 
Tarif proporsional atau sebanding adalah tarip pajak yang persentasenya 
tetap atau tidak berubah, artinya semakin besar jumlah yang dipakai sebagai dasar 
menentukan besarnya pajak yang terutang maka semakin besar pula jumlah utang 
pajak yang harus dibayar. Namun, kenaikan besarnya utang pajak tersebut 
diperoleh dengan persentase yang sama / tetap. Misalnya dalam Undang-Undang 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang 
mewah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000) dinyatakan bahwa untuk Pajak 
Pertambahan Nilai ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus). 
2. Tarif tetap  
Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap terhadap berapapun 
jumlah atau nilai objek yang dikenakan pajak. Misalnya tarif dalam menetapkan 
besarnya pajak berupa bea meterai atas diterbitkannya dokumen suatu perjanjian 
sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).  
3. Tarif progresif   
Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin 
meningkat bila jumlah atau nilai objek yang dikenai pajak. Misalnya tarif dalam 
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Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menentukan bahwa bagi wajib pajak 
orang pribadi akan dikenai tarif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak. 
Apabila dilihat dari kenaikan persentase tarifnya, dalam tarif progresif dikenal :  
a. Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase tarifnya semakin besar  
b. Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentase tarifnya tetap;  
c. Tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase tarifnya semakin kecil.  
4. Tarif degresif  
Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin 
menurun sejalan dengan pertambahan penghasilan atau dengan kata lain 
persentase tarif yang digunakan akan semakin kecil jika jumlah atau nilai objek 
yang dikenai pajak semakin besar. Dalam penerapannya tarip progresif juga dapat 
berupa degresif progresif, degresif tetap dan degresif degresif. 
C. Sistem Perpajakan 
Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 
merupakan perwujudan dari peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-
sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang diperlukan untuk 
pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan. Tanggungjawab atas 
pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan 
melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak 
diberi kepercayaan untuk menghitung, mebayar, dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak teruhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi 
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perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 
mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak (Marlina, hal 18). 
Pembaharuan sistem perpajakan nasional telah memberikan kepada kita 
lima buah Undang-undang dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi 
lima buah undang-undang tersebut belum menjamin keberhasilan perpajakan 
nasional. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh 4 faktor penentu, yang 
bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh dan baik akan berbalik menjadi 
faktor kegagalan. Keempat faktor itu adalah: 
a. Sistem Perpajakan, baik menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan 
maupun aparat pelaksananya. 
b. Sistem Penunjang, misalnya sistem Akuntansi dan profesionalisme. 
c. Faktor-faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi; sosial dan budaya; dan 
politik. 
d. Masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya sistem informasi 
dalam arti seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan. 
Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan 
yang harus ditegakan dalam membangun suatu sistem perpajakan, Tjahjono 
mengemukakan dari Adam Smith dalam buku Wealth of Nations, menyatakan 
bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan oleh empat asas, equality/equity, 
certainly, convenience of payment dan economy (Andria 2008:14) dalam Rahman 
(2013:45). Tjahjono (2005:16) dalam Rahman (2013:45) menjelaskan ke empat 
asas tersebut sebagai berikut:  
a. Equality dan equity  
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Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau 
orang dalam keadaaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. 
b. Certainly  
Kepastian hukum merupakan tujuan dari Undang-undang, dalam 
pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat didalam undang-
undang harus jelas, tegas, tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang 
untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, 
susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai 
tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum sangat mutlak dibutuhkan.  
c. Convinience of Payment  
Pajak yang dipungut harus sesuai waktu yang tepat, yaitu ketika Wajib 
Pajak mempunyai uang. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai saat Convinience 
yang sama, yang mengenakannya untuk membayar pajak. Seseorang yang 
menerima gaji akan lebih mudah membayar gaji pada saat menerima gaji. 
d. Economics of Collection  
Dalam pembuatan undang-undang pajak perlu dipertimbangkan bahwa 
biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada 
artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan 
saja. Sistem  pemungutan  pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu  Official 
Assessment System, Self Assessment System, With Holding System. 
a. Official Assessment System 
Menurut  Siahaan  (2010:178-179) dalam Rahman (2013) sistem  
perpajakan  yang  telah diterapkan  pada  perundang-undangan  perpajakan  atas  
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penghasilan  dan kekayaan  adalah  sistem  penetapan  pajak  oleh  instansi  pajak  
( official assessment). Oleh karena itu berlaku hal-hal sebagai berikut: 
1)  Pemungutan  pajak  dibebankan  kepada  administrasi  pajak,  sehingga 
berhasil  atau  tidaknya  pemungutan  pajak  bergantung  pada  aktivitas aparatur 
perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam menetukan besarnya 
pajak terutang. 
2)  WP  dalam  memenuhi  kewajibannya  mengisi  dan  memasukan  Surat 
Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  tergantung  pada  aktivitas  aparatur perpajakan  
untuk  mengirimkan  SPT  tersebut  kepada  WP.  Meskipun ditentukan, apabila 
sampai akhir bulan Maret tahun berikutnya masih belum  bisa  menerima  
pengiriman  SPT,  WP  diwajibkan  mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP). 
3)  Fungsi  SPT  adalah  sebagai  dasar  administrasi  perpajakan  untuk 
menetapkan  besarnya  pajak  yang  terutang.  Hasil  penghitungan  dan penetapan 
pajak tersebut tertuang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang  dikirimkan  
kepada  WP  yang  bersangkutan.  Pada  saat  SKP diterbitkan,  secara  formal  
timbul  utang  pajak  dan  pada  administrasi perpajakan (KPP) timbul dasar 
penagihan pajak. 
4)  Sesuai  fungsi  SPT  diatas,  maka  pada  penyampaian  SPT  tidak merupakan  
keharusan  adanya  pelunasan  pajak  terlebih  dahulu  atas jumlah pajak yang 
terutang seperti yang tertera dalam SPT. 
5)  Terlambat  menyampaikan  SPT  atau  melakukan  penundaan  dalam 
menyampaikan  SPT  tidak  dikenakan  sanksi,  baik  berupa  denda maupun 
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bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan secara tertulis dan tercatat  ternyata  
masih  belum  memenuhinya,  kepada  WP  dikenakan sanksi  berupa  penetapan  
secara  jabatan,  yaitu  penetapan  pajak berdasarkan penghasilan yang telah 
diperkirakan oleh fiskus. 
6)  Kepasifan  WP  diatas  juga  terjadi  pada  tahun  berjalan,  dimana  WP baru  
melakukan  pembayaran  pajak  apabila  telah  memperoleh  SKP meskipun masih 
bersifat sementara. 
b.  Self Assesment System 
Menurut Siahaan (2010:184-185)  dalam Rahman (2013) self assessment 
system  sebagai suatu bentuk sistem hukum yang  modern dibidang perpajakan, 
dan ini sejalan  dengan  falsafah  bangsa  yang  meletakkan  pembayaran  pajak 
sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam  
jiwa  Pancasila.  Dalam  sistem  ini  pajak  terutang  bukan  karena adanya  SKP  
(faham  formal  dalam  utang  pajak),  namun  adanya  pajak terutang karena 
timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari  timbulnya  utang  
pajak).  Dalam  hal  ini  bukan  berarti  pengertian faham  formal timbulnya utang 
pajak (melalui penerbitan SKP) tidak ada, SKP  diterbitkan  apabila  WP  
memiliki  kesalahan  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya,  yang  
bersifat  bukan  merupakan  perbuatan pidana.  Dalam  hal  kesalahan  tersebut  
bersifat  kekeliruan  yang  bersifat manusiawi dari WP maka kekeliruan itu cukup 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak  (STP)  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  
189/PMK.03/2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008). 
c. With Holding System 
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Sistem  with  holding  diterapkan khususnya terhadap WP  yang 
penghitungan dan pemungutannya lebih efektif apabila dilakukan oleh orang atau 
badan tertentu yang ditunjuk oleh  fiskus  sebagai  pemotong  atau  pemungut  
pajak.  Pada  pengenaan dan pemungutan PPh pasal 21, misalnya PPh terhadap 
karyawan, lebih efektif apabila pemberi kerja diberi kewenangan untuk memungut 
pajak atas pekerja yang bekerja kepadanya. Dengan pemungutan pajak pada 
sumbernya,  yaitu  pada  pemberi  kerja,  maka  pemungutan  pajak  dapat  segera  
dilakukan  dan  dimasukan  ke  kas  Negara  tepat  waktu,  karena pemungut  
pajak  diharuskan  untuk  segera  memasukan  (menyetorkan) pajak  yang  
dipungutnya  ke  kas  Negara  (umumnya  paling  lambat  15 bulan berikutnya). 
Sistem yang dipakai oleh Indonesia dalam sistem perpajakannya memakai 
self assessment system, dimana Wajib Pajak yang berperan aktif dalam 
menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Pemerintah dalam melaporkan 
dan membayar pajaknya, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dari 
jalannya kegiatan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Zain (2008) dalam 
Wicaksono (2014:17), bahwa perencanaan pajak tidak pula terlepas dari sistem 
pungutan yang dianut di Indonesia setelah reformasi pajak, yaitu sistem self-
assessment. Ciri dan cara tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah: 
a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban 
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 
Negara dan pembangunan nasional. 
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b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai perncerminan 
kewajiban di bidang perpajakan berada pada angota masyarakat Wajib Pajak 
sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fugsinya, 
berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang 
digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat 
melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, 
memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang (self 
assessment). Maka, melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan 
diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 
mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. 
Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak 
diwajibkan menghitung, memprhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak 
yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, sehingga peentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib 
Pajak sendiri. 
D. Pengawasan Pajak 
Pajak merupakan suatu pembayaran yang tidak ada imbal prestasi secara 
langsung. Pengawasan pajak dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak 
sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari situ, perlu adanya 
dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib pajak dalam membayar pajak 
(www.pajak.go.id). Dalam tataran ini fungsi pengawasan kurang lebih 
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mengandung arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau 
menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan 
yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain dalam wujud 
pemeriksaan, penagihan dan peradilan pajak. Berbagai kendala dihadapi dalam 
upaya penegakan Law inforcement di sektor perpajakan negeri ini antara lain : 
1. Faktor Ekstern : 
a. Pemerintahan belum mampu melepaskan diri dari krisis kepercayaan yang 
melanda negara ini khususnya krisis kepercayaan terhadap birokrat 
penyelenggara pemerintah. 
b. Penegakan hukum secara umum di semua sektor masih sangat lemah. 
c. Ada pandangan bahwa sanksi hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, 
sedangkan masyarakat golongan atas dengan kelebihan power yang 
dimiliki dengan segala cara mampu memanfaatkan celah-celah yang ada 
untuk melepaskan diri dari sanksi-sanksi hukum dengan mengabaikan 
etika dan moral. 
d. Sering terjadi penegakan hukum konotasinya semata-mata penegakan 
ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam ketentuan perundang-undang, 
dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. 
e. Rendahnya wibawa pemerintah dimasa masyarakat pada umumnya. 
2. Faktor Intern : 
    Dalam hal pemeriksaan ada kecenderungan semata-mata pemerikasaan, 
tanpa adanya pembinaan terhadap wajib pajak. Indikasi-indikasi demikian 
antara lain nampak dalam hal-hal sebagai berikut : 
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a. Masih terjadi satu wajib pajak yang diperiksa berulang-ulang dalam kurun 
waktu beberapa tahun. 
b. Koreksi yang terjadi nilainya relatif sama pada pemeriksaan suatu 
masa/tahun dengan masa/tahun sebelumnya. Ironisnya apabila pos-pos 
yang dikoreksi berkisar itu-itu juga. 
c. Masih terjadi pemeriksaan aktivitas usaha beberapa tahun yang lewat, 
yang kegiatan pemeriksaannya dilaksanakan pada saat kemampuan wp 
sudah ssangat menurun sehingga produk ketetapan kurang bayar nilanya 
sangat tinggi dan hanya memperbesar tunggakan pajak. 
d. Masih terjadi penetapan secara jabatan terhadap kegiatan usaha beberapa 
tahun lalu yang proses pemeriksaannya dilakukan pada saat kedudukan wp 
sudah tidak diketemukan lagi sehingga produk ketetapan kurang bayarnya 
tidak dapat ditindaklanjuti penagihannya. 
e. Dalam beberapa kasus masih terjadi keluhan-keluhan wp terhadap sikap 
arogansi pemeriksa. 
Dalam hal mengajukan banding ke BPSP. Peluangnya menjadi sangat 
kecil dengan adanya ketentuan harus melunasi pokok pajak terlebih dahulu. 
Ditinjau dari segi hukum semata-mata idealnya memang demikian. Tetapi ditinjau 
dari rasa keadilan masyarakat perlu dicermati mengapa wajib pajak sampai 
banding padahal dalam proses pemeriksaan sampai dengan terbitnya produk 
hukum sudah melalui pembahasan akhir. Atau bagaimana pemberian 




Akumulasi dari semua permasalahan yang ada mulai dari kegiatan 
penyuluhan, pelayanan dan pemeriksaan terlihat pada semakin membengkaknya 
jumlah tunggakan pajak. Membengkaknya jumlah tunggakan pajak adalah cermin 
kekurang berhasilan dan rendahnya wibawa Direktorat Jendral Pajak. 
Membengkaknya jumlah tunggakan pajak merupakn mata ranati sebab akibat 
kurang lebih karena membengkaknya jumlah tunggakan pajak adalah akibat dari 
besarnya jumlah wp yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya, 
besarnya jumlah wp yang menunggak pembayaran pajak adalah wujud sikap 
perlawanan wajib pajak, Munculnya sikap perlawanan adalah akibat adanya rsa 
tidak puas terhadap suatu proses pemajakan, Rasa tidak puas timbul karena hal-
hal antara lain: 
a. Adanya komunikasi yang tidak pas antara petugas dengan wajib pajak. 
b. Wajib pajak benar-benar tidak mengetahui apa itu pajak, mengapa yang 
bersangkutan kena pajak dan lain-lain sebagai akibat kesenjangan informasi. 
c. Adanya pendekatan yang keliru dari petugas misalnya dengan pendekatan 
kekuasaan. Adalah bahasa umum bagi petugas yang menyatakan bahwa 
sebagai warga negara harus sudah mengetahui setiap ketentuan yang 
diundangkan dan telah di muat pada lemabaran negara. 
d. Masih adanya wajib pajak yang sengaja berusaha mengingkari kewajibannya 
dengan mengandalkan backing orang-orang kuat. 
Penataran juru sita yang berulangkali bukanlah obat penawar mengurangi 
membengkaknya tunggakan pajak. Ibaratnya tunggakan yang membengkak 
tersebut adalah suatu penyakit, perlu dilakukan diagnosa yang teliti dan 
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menyeluruh untuk mengetahui sebab-sebabnya. Adanya kecenderungan bahwa 
membengkaknya tunggakan pajak adalah suatu wujud kekurangberhasilan jajaran 
Direktorat Jendral Pajak didalam upaya optimalisasi penyelenggara fungsi-fungsi 
penyuluhan, pelayan maupun penerapan Law Inforcement. Dengan sangat 
sederhana problem pemungutan pajak di Republik ini dapat di gambarkan, pada 
dasarnya perilaku manusia penuh pamrih ia akan mau berkorban kalau ada 
harapan akan memperoleh sesuatu, seseorang akan rela mengeluarkan uangnya, 
apabila mengetahui maksud dan tujuan serta manfaatnya, untuk mengetahui 
maksud, tujuan dan manfaat pembayaran pajak, perlu informasi yang benar dan 
akurat, informasi diperoleh melalui komunikasi, agar wajib pajak dengan senang 
hati melaksanakan kewajibannya perlu diberikan pelayanan prima baik 
meyangkut prosedur, kecepatan, kesederhanaan maupun perilaku aparat.  
Adalah keliru apabila ada anggapan di benak sementara aparat bahwa ia 
merasa berwibawa apabila mampu membuat nyali wajib pajak menjadi ciut 
dengan berkata ketus, memelototi atau mengertak. Dengan tampil profesional 
niscaya wibawa Direktorat Jendral pajak di masyarakat akan meningkat. Apabila 
wibawa sudah terbangun, dapat diyakinkan penerapan Law inforcement lebih 
mudah dilaksanakan. 
Perubahan undang-undang perpajakan belum menjamin berhasilnya upaya 
peningkatan Tax Ratio dan Tax coverage Ratio. Adalah tugas berat bahkan 
mungkin lebih berat dari sekedar merubah pasal-pasal dalam undang-undang yaitu 
membangun mental dan perilaku aparat. Keberadaan aparat Direktorat Jenderal 
Pajak sangat strategis dan rentan terhadap perilaku negatif. Reward and 
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Punishment hanya akan menjadi euphoria, apabila tidak memperhatikan persoalan 
mendasar yaitu kesejahteraan karyawannya. Dalam hubungan ini pada tahap awal 
mungkin dapat dipakai acuan gaji karyawan BUMN, yang eksistensi, kondisi dan 
kontribusinya terhadap penerimaan negara sudah diketahui bersama 
E. Sunset Policy 
Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak (tax amnesty). 
James Alm (1998) dalam studinya memaparkan beberapa hasil penerapan 
pengampunan pajak di beberapa negara, yakni India, Irlandia, Colombia dan 
negara bagian Colorado Amerika Serikat. Hasil penerapan program pengampunan 
pajak oleh negara-negara tersebut secara ringkas disajikan dalam Tabel 2.1 di 
bawah ini: 
Tabel 2.1 
Hasil Praktik Program Pengampunan Pajak Beberapa Negara 
Negara Tahun Bentuk pengampunan pajak Implikasi 
India 1997  Pengampunan pajak berupa 
penghapusan sanksi 
administrasi 
 Jenis pajak yang dilibatkan 
adalah pajak penghasilan 
Peningkatan 
penerimaan pajak 






Irlandia 1988  Pengampunan pajak berupa 
penghapusan sanksi 
administrasi dalam waktu 10 
bulan 
 Jenis pajak yang dilibatkan 
adalah pajak penghasilan 
Penerimaan pajak 
aktual (750 








Colombia  1987  Pengampunan pajak berupa 
penghapusan sanksi 
administrasi dengan syarat 
pembayar pajak telah 
melaporkan penghasilan 
tahun sebelumnya. 
 Jenis pajak yang dilibatkan 








dari Gross Domestic 
Product. 
Coloardo  1985  Pengampunan pajak terhadap 
sanksi administrasi dan sanksi 
pidana dalam waktu dua 
bulan 
 Jenis pajak yang dilibatkan 
adalah pajak penghasilan, 
pajak penjualan, pajak rokok 
Pendapatan pajak 
aktual (6,3 juta 
dolar) melebihi 
pendapatan pajak 
yang diestimasi (5 
juta dolar). 
Sumber: (Alm, 1998) dalam Adi (2009) 
 Didasarkan pada fakta-fakta di atas, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya 
program pengampunan pajak seperti Sunset Policy, dapat meningkatkan kemauan 
membayar pajak (willingness to pay) dari wajib pajak. Penghapusan sanksi 
diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas 
kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak 
selanjutnya. Yang menjadi dasar hukum  adalah : 
a. Pasal 36 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-
undang KUP); 
b. Peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.03/2015 Tentan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat 
 52 
 
pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan 
pembayaran atau penyetoran pajak (PMK Nomor 91/PMK.03/2015. 
Adapun sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan yaitu 
berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 
ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau pasal 14 ayat (4) Undang-
undang KUP. Sanksi administrasi yang dikenakan kekhilafan atau bukan karena 
kesalahan terbatas atas, 
a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pph untuk tahun pajak 2014 dan 
sebelumnya dan/ata SPT masa untuk masa pajak desember 2014 dan 
sebelumnya 
b. Keterlambatan pembayaran/penyetoran atas kekuangan pembayaran pajak 
yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pph untuk tahun pajak 2014 dan 
sebelumnya 
c. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang  untuk suatu 
saat atau masa pajak sebagaimana tercantum dalam SPT masa untuk masa 
pajak desember 2014 dan sebelumnya; 
d. Pembetulan yang dilakukan dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pph 
untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnyadan/atau SPT masa untuk masapajak 
desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi 
lebih besar.   
Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy memperoleh keuntungan  
antara lain : 
 53 
 
a. Sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak masa lalu 
yang baru dibayar dalam periode Sunset Policy dihapuskan dengan cara tidak 
ditagih.  
b. Data dan informasi yang diungkapkan wajib pajak dalam SPT atau 
pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan Sunset 
Policy, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, 
kecuali apabila ditemukan data konkrit yang menyatakan bahwa SPT yang 
disampaikan tidak benar. 
c. Apabila wajib pajak sedang diperiksa dan pemeriksa belum menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak, 
pemeriksaan tersebut dihentikan. 
d. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT atau pembetulan SPT 
Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan Sunset Policy, tidak dapat 
digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis 
pajak lainnya. 
Untuk dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi 
admisnistrasi, WP harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal 
Pajak. Permohonan harus memenuhi persyaratan: 
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat tagihan pajak (STP) 
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia (contoh format surat 
permohonan sesuai lampiran A.1. PMK Nomor 91/PMK.03/2015 
c. Ditandatangani (tidak dapat dikuasakan) 
d. Disampaikan kekantor pelayanan pajak tempat terdaftar 
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Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan yaitu, surat 
pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian 
SPT,keterlambatan pembayarn pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena 
kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditanda tangani diatas materai 
(contoh format surat penyataan sesuai lampiran A.2 PMK Nomor 
91/PMK.03/2015, Fotokopi SPT atau  SPT pembetulan atau printout SPT 
pembetulan berbentuk dokumen elektronik, fotokopi bukti penerimaan atau bukti 
pengiriman surat sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT 
pembetulan, fotokopi surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain 
sebagai bukti pelunasan kurang bayar dalam SPT atau SPT Pembetulan dan 
fotokopi STP.  
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus 
memenuhi ketentuan sanksi administrasi dalam STP belum bayar atau sanksi 
administrasi dalam STP sudah dibayar sebagian, dalam hal sanksi administrasi 
dalam STP telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang 
dilakukan melalui potongan SPM dan/atau transfer pembayaran, sanski 
administrasi dalam STP dianggap belum dibayar oleh WP.  
Disamping itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP 
memperoleh juga manfaat berupa : 
a. Terhindar dari pemotongan pajak yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya 
pada tahun 2009 dan selanjutnya, yakni untuk PPh pasal 21 dipotong 20% 
lebih tinggi dari tarif umum dan untuk pemotongan PPh pasal 22 atau pasal 23 
dipotong 100% lebih tinggi dari tarif umum. 
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b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berangkat keluar negeri, mulai 
tahun 2009 dibebaskan dari membayar Fiskal Luar Negeri. 
 
F. Pajak dalam Islam 
 
Terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus 
terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu sebagai berikut : 
a. Diwajibkan oleh Allah swt. 
b. Objeknya adalah harta (al-Mal). 
c. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), dalam hal ini tidak 
termasuk non-Muslim. 
d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja. 
e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 
diatasi oleh Ulil Amri. 
Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip 
penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi 
empat unsur : 
a. Harus adanya nash (Alquran dan Hadis) yang memerintahkan setiap 
sumber pendapatan dan pemungutannya. 
b. Adanya pemisahan sumber penerimaan pajak dari kaum Muslim dan non-
Muslim. 
c. Sistem pemungutan pajak dan zakat haruslah menjamin bahwa hanya 




d. Adanya tuntutan kepentingan umum. 
Dalam Firman Allah SWT dalam ayat berikut : 
c.   
   
  
    
    
   
   
  
   
   
     
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-
Nisa:59) 
 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ra berkata bahwa Allah 
memulai ayat ini dengan seruan, dan telah berlalu penjelasannya bahwa suatu 
hukum yang diawali dengan seruan menunjukkan pentingnya perhatian 
terhadapnya. Kemudian di dalam seruan ini mengandung sifat iman, ini 
merupakan isyarat bahwa apa yang akan disebutkan merupakan bagian dari 
konsekuensi iman. Di sisi lain, ayat ini pun menjelaskan secara tegas akan nilai 
kepatuhan dalam Islam. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir  menyampaikan bahwa 
“ini semua adalah perintah untuk mentaati ulama dan umara. Untuk itu Allah 
berfirman: “Taatlah kepada Allah”, yaitu ikutilah Kitab-Nya. “Dan taatlah kepada 
Rasul”, yaitu peganglah Sunnahnya. “Dan ulil amri diantara kamu”, yaitu pada 
 57 
 
apa yang mereka perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, 
bukan dalam maksiat kepada-Nya.  
Karena tidak berlaku ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat 
kepada Allah”. Jadi, perintah untuk membayar pajak yang telah diatur oleh 
Negara merupakan seruan yang mensyaratkan kita untuk mematuhinya. Oleh 
karena itu, sudah sepatutnya mentaati semua perintahnya dan melakukan 
pekerjaan sesuai dengan ajarannya. Tax evasion (Penggelapan pajak) merupakan 
perbuatan yang tidak baik, bukan hanya merugikan Negara tapi juga masyarakat 
bahkan diri sendiri pun akan merasakan kerugian dari perbuatan tersebut. 
Agama islam mempunyai penjelasan yang lebih kuat tentang tujuan 
penciptaan manusia di dunia. Manusia diciptakan semata-mata hanya untuk 
beribadah kepada Allah SWT (Al-qur‟an 51:56) dengan mendekati perintahNya 
dan menjauhi segala laranganNya. Karenanya, bagi orang yang beriman, meyakini 
bahwa apa yang benar dan salah didukung melalui firman Allah dan sunnah 
Rasul. Berdasarkan dua pondasi dasar tersebut, muslim percaya bahwa tindakan 
manusia dikatakan benar jika sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasul. Islam 
percaya dan menerima perintah Allah SWT tentang benar dan salah karena Allah 
maha tahu, termasuk apa yang terbaik untuk manusia. 
Dari Definisi yang diungkapkan diatas, jelas terlihat Pajak adalah 
kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri (penguasa atau 
pemerintah) sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan atau 
kekurangan harta atau kekayaan, dapat dihapus jika keadaan harta atau kekayaan 
sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus 
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digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, 
sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih 
besar jika hal itu dilakukan. 
 
 
G. Kajian Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 
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H. Kerangka Teoritis 
Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, kerangka 









1. Tarif pajak terhadap Minimalisasi Tax Evasion  
Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan 
pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah presentase untuk 
menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar. Tarif  pajak  





Tax evasion (penggelapan pajak) 
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negara  oleh  wajib  pajak. Semakin rendah  tarif  pajak  akan  meningkatkan  
utility  wajib  pajak  dan  akan  memberikan insentif  bagi  wajib  pajak  untuk  
melaporkan  penghasilannya  kepada  administrasi pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  ekonomi  yaitu penghasilan  sebelum  pajak,  tarif  
pajak  dan  penalti.  Berdasarkan  konsep  expected utility sebagaimana model A-
S, seorang wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa 
sehingga tingkat  expected utility dari penghasilan yang diterimanya akan  
maksimal. Menurut uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai 
berikut:   
H1: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap minimalisasi tax evasion 
(penggelapan pajak) 
2. Sistem Perpajakan terhadap Minimalisasi Tax Evasion.  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk 
membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Teori 
keadilan menurut John Rawls (1971) dalam Permatasari (2013:2) menyatakan 
bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Semakin adil 
sistem perpajakan yang berlaku menurut seorang wajib pajak maka tingkat 
kepatuhannya akan semakin meningkat, hal ini berarti bahwa kecenderungannya 
untuk melakukan tax evasion akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian diatas 
sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:  




a. Pengawasan pajak terhadap minimalisasi tax evasion. 
Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal 
Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang 
perpajakan. Ditinjau dari rasa keadilan masyarakat perlu dicermati mengapa wajib 
pajak sampai banding padahal dalam proses pemeriksaan sampai dengan terbitnya 
produk hukum sudah melalui pembahasan akhir. Atau bagaimana pemberian 
perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak yang benar-benar mengalami 
kesulitan. Dari pengawasan yang dilakukan masih belum efektif, hal ini 
dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajaknya bahkan 
tidak membayar pajak sama sekali. Membengkaknya jumlah tunggakan pajak 
adalah cermin kekurang berhasilan Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan uraian 
diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut : 
H3: Pengawasan pajak berpengaruh negatif terhadap minimalisasi tax evasion 
(penggelapan pajak) 
3. Pengaruh Sunset Policy terhadap Minimalisasi Tax Evasion.  
Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak 
Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Pada dasarnya Sunset 
Policy bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh 
dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat 
sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan 
dengan konsep Sunset Policy berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu 
peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang ingin 
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memperbaiki SPTnya. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada 
kemungkinan disalahgunakan. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak 
melalui Sunset Policy ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak 
di masa yang akan datang.  
Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi 
Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (disclosure) atas kewajiban 
perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum pajak. Oleh karena itu, 
setelah Sunset Policy berakhir, Dirjen Pajak akan melakukan upaya penegakan 
hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki. Dengan diterapkannya Sunset 
policy, semakin banyak wajib pajak yang akan sadar pentingnya membayar pajak 
dan semakin menurunnya wajib pajakyang melakukan tax evasion (penggelapan 
pajak). Berdasarkan uraian diatas sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai 
berikut:  


















A. Jenis dan lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif. Metode kuantitatif 
adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 
menganalisis, dan menginterprestasikan data yang berwujud angka-angka untuk 
mengetahui perhitungan yang tepat bagi instansi pemerintah dalam melakukan  
perencanaan dan penyusunan anggaran dan peningkatan kinerja 
2. Lokasi Penelitian  
  Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang 
berada di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi 
tersebut mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama 
serta diharapkan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, 
penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak. Sasaran dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak yang terdapat diwilayah KPP Pratama Makassar 
Selatan,  Jln. Urip Sumiharjo, KM 4 GKN Makassar 90232. 
B. Pendekatan Penelitian 
 65 
 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini  
adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 
current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan 
dengan opini (individu,kelompok atau organisasi), kejadian atau prosedur.  
C. Populasi  Dan Sampel Penelitian 
Menurut Bawono (2006) dalam (Masruroh, 2015: 38) definisi populasi 
adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek penelitian yang ditetapkan untuk 
dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiyono 
(2002) dalam (Masruroh, 2015: 38). Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Jumlah  populasi  dalam penelitian  ini  yaitu  116.396  wajib  
pajak  orang  pribadi.  Guna  efisiensi  waktu  dan biaya, maka tidak semua wajib 
pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian  ini membatasi 
populasi dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan dua 
pertimbangan: wajib pajak orang pribadi (WPOP), wajib  pajak  orang  pribadi  
(WPOP) yang  berdomisili  di wilayah Makassar Selatan, dan memiliki NPWP 
(nomor pokok wajib pajak) .  
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, 
yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.  
2. Sumber Data 
 Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer, yaitu data sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tanpa ada perantara). Sedangkan menurut Muhammad 
(2008) dalam (Masruroh, 2015: 41 data primer adalah data yang dikumpulkan dan 
diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang dibagikan 
kepada responden. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar 
pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yakni Wajib 
pajak orang pribadi yang berada di Daerah KPP Pratama wilayah Makassar 
Selatan di Kota Makassar. Untuk memperoleh data yang sebenarnya kuesioner 
dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat 
responden. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 
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tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2004) dalam 
(Firmansyah, 2010: 26-27).   
Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau 
sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. 
Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat 
atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-
ragu (Ghozali, 2011:47). Dalam penelitian ini, menggunakan SPSS 16.00 untuk 
memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat 
menganalisis perumusan masalah penelitian. Masing-masing jawaban dari 5 
alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Pengukuran Terhadap Variabel Independen 
No Jawaban Responden skor 
1. Sangat Setuju 5 
2. Setuju 4 
3. Netral 3 
4. Tidak Setuju 2 
5. Sangat Tidak Setuju 1 
 
F. Instrumen Penelitian 
Jenis instrument penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 
ketahui. Kemudian data diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert 
merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 
ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Skala ini 
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umumnya mengggunakan lima angka penilaian, yaitu: (5) sangat setuju, (4) 
setuju, (3) tidak pasti atau netral, (2) tidak setuju, (1) sangat tidak setuju. 
G. Uji Validitasi dan Reliabilitasi Instrumen  
1. Uji Reliabilitas  
 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
handal  jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 
dari waktu ke waktu. Menurut ( Ghozali, 2009: 46 ) dalam (Agustianto, 2013) 
menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu salah satunya yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  one shot 
pengukuran sekali saja, di sini pengukurannya hanya sekali saja dan kemudian 
hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur kolerasi antar 
jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan 
pengujian cronbach Alpha yaitu pengujian yang paling umum digunakan. Suatu 
variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach Alpha > 0,60.  
2. Uji Validitas 
 Validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Pengujian validitas dengan menggunakan pearson Correlation yaitu dengan cara 
menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. 
Apabila pearson correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data 
yang diperoleh adalah valid ( Kautsarrahmelia, 2013). 
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H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
1. Uji asumsi klasik 
 Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti 
melakukan uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 
a. Uji Normalitas  
 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi 
variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi 
normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 
distribusi normal atau mendekati normal. Analisis grafik adalah salah satu cara 
termudah untuk melihat normalitas data dengan cara membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati garis normal dengan menggunakan 
Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar 
distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonnal dan 
penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal ( Santoso, 2004) dalam 
( Kautsarrahmelia, 2013).   
Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. Konsep 
dasar dari uji normalitas kolmogorov smirnov adalah dengan membandingkan 
distribusi data ( yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. 
Penerapan pada uji kolmogorov smirnov adalah bahwa jika signifikan dibawah 
0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan 
data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. 
b. Uji Multikolonieritas 
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 Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas 
dapat juga dilihat dari nilai Tolerance ( TOL ) dan metode Variance Inflation 
Factor ( VIF ). Nilai TOL berkebalikan dengan VIF. TOL adalah besarnya variasi 
dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya, sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen yang 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai TOL yang rendah adalah sama 
dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/TOL). Nilai cut off  yang umum 
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai TOL<0,10 atau 
sama dengan nilai VIF> 10. 
c. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka di 
sebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali,2011) dalam 
(Kautsarrahmelia, 2013).Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat 
dengan ada tidaknya pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, 
kemudian menyempit maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Berganda 
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Regresi linear berganda yaitu suatu model liniear regresi yang variabel 
dependennya merupakan fungsi liniear dari beberapa variabel bebas. Regresi 
linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel 
yang berkolerasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan 
dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan 
manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Analisis regresi berganda digunakan 
dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel terikat. Untuk pengolahan datanya menggunakan 
aplikasi SPSS. Dengan rumus regresi berganda yaitu:  
Y= α+b1X1+ b2X2+b3X3+b4X4+e 
 
keterangan: 
Y   = tax evasion 
α    = Konstanta  
b    = Koefisisen regresi   
X1  = tarif pajak 
X2  = sistem perpajakan 
X3  = Pengawasan pajak  
X4 = sunset Policy  
e     = Error 
 
3. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-
variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai 
variabel dependen dimana nilai R





, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel –variabel independen. Sebaliknya jika R2 kecil, 
maka akan semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 
variabel independen.  
4.  Uji Hipotesis  
a. Uji Regresi Secara Parsial (Uji  statistik t ) 
 Uji t dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing variabel 
independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. 
masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 
0,05.  Jika p-value > derajat keyakinan (0,05) maka H1 dan H2 ditolak. Artinya 
tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen, begitupun sebaliknya. Demikian juga untuk membandingkan t 
hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka H1 dan H2 diterima. Artinya 
ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap vari 
abel dependen, begitupun sebaliknya.  
b. Uji Regresi Secara Simultan ( Uji statistik F )  
 Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 
secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.  Untuk mengetahui 
variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, 
dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. dengan tingkat 
signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika p-value> derajat keyakinan (0,05) 
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maka H1 dan H2 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan,begitupun sebaliknya. 
Demikian juga untuk  F hitung dan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka H1 dan 
H2 diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen secara signifikan, begitu pula sebaliknya. 
 
I. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel  
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  definisi  dari  masing-masing  variabel 
yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya. 
a. Variabel Independen 
1.  Tarif Pajak 
Ayu (2009) tarif pajak adalah prosentase perhitungan yang harus 
dibayar oleh wajib pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat 
ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat 
maupun pajak daerah. Sebenarnya tarif pajak masih tergolong kedalam 
ketentuan materil di hukum pajak bersama-sama dengan wajib pajak dan 
objek pajak. Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak 
terhutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak 
terhutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  
Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari  6  (enam) item 
pertanyaan  yang  menggunakan skala  likert  5 poin yang terdiri  dari  (5)  
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Sangat  setuju,  (4)  Setuju,  (3)  Netral,  (2)  Tidak setuju, (1) Sangat tidak 
setuju. 
2. Sistem Perpajakan 
       Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang 
termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka 
dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang 
berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak  maka tingkat kepatuhannya 
akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk 
melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa 
sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala 
kepentingannya Equility theory (Adams 1963, 1965 dalam Wartick 1994 
dalam hastuti dan stephana,2009:) menyatakan equity dalam istilah input dan 
outcome. Ketika seseorang mempunyai rasio outcome terhadap input yang 
berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah inequity (distributive 
justice). Asas equality dalam Smith dalam Waluyo dan Ilyas (2000) dalam 
hastuti dan stephana (2009:8) mnyeatakan bahwa pemungutan pajak harus 
bersifat final, adil, dan merata.   
Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari  5  (lima) item 
pertanyaan  yang  menggunakan skala  likert  5 poin yang terdiri  dari  (5)  
Sangat  setuju,  (4)  Setuju,  (3)  Netral,  (2)  Tidak setuju, (1) Sangat tidak 
setuju. 
3.  Pengawasan Pajak 
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     Pengawasan menurut soemitro (1990:159) dalam Tresno adalah alat 
yang sangat penting dalam usaha memasukkan uang pajak sebanyak-
banyakanya ke dalam kas Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang 
yang tidak melanggar keadilan dan hak asasi manusia. Pengawasan itu sendiri 
pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Fungsi 
Pengawasan dalam lingkup perpajakkan merupakan salah satu tugas pokok 
Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan 
pemeriksaan di bidang perpajakan.  
      Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut 
merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam 
hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan 
kewajiban perpajakannya (Anjarini, 2012:2). Salah satu bentuk pengawasan 
adalah pengawasan terhadap penyampaian surat pemberitahuan (SPT) 
tahunan/masa pajak penghasilan wajib pajak badan. Surat pemberitahuan 
merupakan suatu sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan 
usahanya selama periode tertentu.   
      Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari  5  (lima) item 
pertanyaan  yang  menggunakan skala  likert  5 poin yang terdiri  dari  (5)  
Sangat  setuju,  (4)  Setuju,  (3)  Netral,  (2)  Tidak setuju, (1) Sangat tidak 
setuju. 
4. Sunset Policy (Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak)  
 76 
 
   Program Sunset Policy adalah (1) penghapusan sanksi administrasi 
terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penyampaian dan 
pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas 
kurang bayar pajak. Sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi 
administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). 
   Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah 
sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan 
pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 
Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi 
lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
   Pasal 37A Ayat 2 berbunyi Wajib Pajak orang pribadi yang secara 
sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 
paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan 
penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar 
untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak 
dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak 
benar atau menyatakan lebih bayar. 
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Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari  5  (lima) item pertanyaan  
yang  menggunakan skala  likert  5 poin yang terdiri  dari  (5)  Sangat  setuju,  




b. Variabel Dependen 
1. Tax Evasion (penggelapan pajak) 
Menurut Darussalam (2009) dalam agustiati (2011:13), tax evasion 
merupakan suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan melanggar 
ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian 
penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Tax evasion adalah 
wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar 
undang-undang perpajakan yang sehingga penerimaan Negara dirugikan. 
Dalam hal ini wajib pajak telah melakukan pelanggaran atau penyelundupan 
pajak yang tentunya tidak diperkenankan oleh Negara (seperti illegal). 
Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari  8  (Delapan) item 
pertanyaan  yang  menggunakan skala  likert  5 poin yang terdiri  dari  (5)  




Variabel Indikator Butir 
pertanyaan 
Tarif Pajak c. Prinsip kemampuan dalam  




d. Tarif pajak yang diberlakukan 
di Indonesia 
 
2, 3, 5, 6  
Sistem 
Perpajakan 
a. Sistem Perpajakan, baik 
menyangkut perangkat 
undang-undang dan peraturan 
maupun aparat pelaksananya. 
b. Sistem Penunjang, misalnya 
sistem Akuntansi dan 
profesionalisme. 
c. Faktor-faktor ekstern yang 
berupa faktor ekonomi, sosial 
dan budaya, dan politik. 
d. Masyarakat khususnya wajib 
pajak, termasuk di dalamnya 
sistem informasi dalam arti 
seluas-luasnya, tingkat 






















a. Penetapan standar pelaksanaan 
b. Penentuan ukuran-ukuran 
pelaksanaan 
c. Pengukuran pelaksanaan nyata 
dan membandingkannya 
dengan standar yang telah 
ditetapkan 
d. Pengambilan tindakan koreksi 
yang diperlukan bila 













Sunset policy a. Sanksi pajak berupa bunga atas 
keterlambatan pembayaran 
pajak masa lalu 
b. Data dan informasi yang 
diungkapkan wajib pajak 
dalam SPT atau pembetulan 
SPT Tahunan PPh  
c. Apabila wajib pajak sedang 
diperiksa dan pemeriksa belum 
menyampaikan(SPHP) kepada 
















d. Data atau informasi yang 
tercantum dalam SPT atau 
pembetulan SPT Tahunan PPh 
sehubungan dengan 








a. Tidak menyampaikan SPT dan 
Menyampaikan SPT dengan 
tidak benar 
b. Tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan NPWP atau 
pengukuhan PKP  
c. Tidak menyetorkan pajak yang 
telah dipungut atau dipotong. 
d. Berusaha menyuap fiskus dan 
tidak dapat memahami 







































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum KPP Makassar Selatan 
1. Sejarah KPP Makassar Selatan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 
sebagai salah satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan 
Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja 
instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada di 
bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama 
Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, 
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KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidikan Pajak Makassar. 
KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor 
Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, 
yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan 
Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan berkedudukan di Kompleks Gedung Keuangan Negara 
I, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar. Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 
sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 
tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan 
diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Pada awal mula ber 
Operasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 10 Pjs. 
Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana. 
Selanjutnya sampai dengan April 2015, KPP Pratama Makassar Selatan 
terdiri dari 1 Kepala Kantor, 10 Orang Kepala Seksi, 9 Fungsional Pemeriksa 
Pajak, 1 Fungsional Penilai PBB,  32 Account Representative, 2 Juru Sita, 2 
Operator Console, 1 Bendaharawan, 1 Sekretaris, dan 32 Pelaksana. 
2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh 
seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada 
kepala kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut 
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merupakan kelompok struktural yang dikepalai oleh masing-masing seorang 
Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan 
fungsional langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam 
menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran pemenuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat pada 
KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya. 
a. Kepala kantor. 
Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan 
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah 
wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
 
 
b. Sub bagian umum dan Kepatuhan Internal 
Subbagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat 
masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-
surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing 
pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat 
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perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar 
Selatan. 
c. Seksi pengolahan data dan informasi. 
Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan 
data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan 
tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, 
pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta 
penyiapan laporan kinerja. 
d. Seksi pelayanan. 
Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau biasa 
disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan 
juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan 
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, 
pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 
 
e. Seksi penagihan. 
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Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, 
penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan 
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 
f. Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. 
Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi 
perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, 
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang 
ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
g. Seksi pemeriksaan 
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, 
pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat 
Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
h. Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, dan IV. 
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi 
teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan 
pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk 
menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat 
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sebagai Account Representative (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam 
empat seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan 
Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV. 
i. Fungsional Pemeriksa. 
Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi 
dengan seksi pemeriksaan. 
3. Wilayah Kerja 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari 
tiga KPP Pratama yang ada di Kota Makassar. Kantor ini mencakup empat 
wilayah administrasi kecamatan, yaitu Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan 
Manggala. Total luas wilayah kerja mencapai 52,94 km
2
 yaitu mencakup 30,12 
persen luas wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk dalam wilayah kerja 
tersebut sebanyak 466.272 jiwa yaitu melingkupi sebanyak 37,19 persen dari total 
penduduk di Kota Makassar dengan kepala keluarga berjumlah 95.980 atau 
sebesar 32,38 persen  dari total kepala keluarga di Kota Makassar. Jumlah 
kelurahan dalam wilayah kerjanya sebanyak 41 kelurahan yaitu sebesar 28,67 
persen dari seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Makassar.  
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Dari empat kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, luas 
wilayah Kecamatan Manggala mencapai 45 persen dari seluruh wilayah kerja 
KPP Pratama Makassar Selatan, disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 32 
persen, Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar 
sebesar 5 persen. Namun demikian, luas wilayah bukan satu-satunya faktor 
penentu potensi perpajakan suatu wilayah. Faktor lain yang menentukan adalah 
jumlah penduduk per kecamatan. Dari jumlah penduduknya, Kecamatan 
Rappocini menempati urutan pertama yaitu sebanyak 145.090 jiwa atau sebesar 
31,12 persen. Selanjutnya, berturut-turut disusul oleh Kecamatan Panakkukang 
sebanyak 136.555 jiwa (29,29 persen), Kecamatan Manggala sebanyak 100,484 
jiwa (21,55 persen), dan Kecamatan Makassar sebanyak 84.143 jiwa (18,04 
persen). Presentasi wilayah, keluarahan, penduduk dan kepala keluarga di 
Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan disajikan dalam Tabel 4.1: 
Tabel 4.1  










KPP Pratama Makassar 
Selatan 
52,94 41 466,272 95,98 
2. Kota Makassar 175,77 143 1253656 296374 
 Persentase 30.12% 28,67% 37,19% 32,38% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2016 
4. Visi dan Misi 
 87 
 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan memiliki visi “Menjadi 
kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, 
professional dan dipercaya oleh masyarakat” dan misinya yaitu “Meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan 
negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”. Selain itu, KPP 
Pratama Makassar Selatan juga memiliki motto pelayanan “Senyum, Peduli dan 
Profesional”. 
B. Deskripsi Objek Penelitian  
1. Gambaran Umum Responden 
Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP 
Pratama Makassar Selatan. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden yaitu 
Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan Jumlah 
Kuesioner yang disebarkan berdasarkan wajib pajak yang di temui di KPP 
Pratama Makassar Selatan yaitu sebanyak 91 kuesioner. 
2. Karakteristik Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan dan memiliki NPWP. Karakteristik 
responden merupakan gambaran umum tentang responden yang diteliti. 
Karakteristik responden dapat dilihat pada lembaran pertama kuesioner pada 
bagian data responden yang meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan 
pekerjaan, pengisian SPT, pendidikan pajak. Data responden dapat di lihat lebih 




Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase  
Laki-Laki 39 42,85% 
Perempuan  52 57,14% 
Jumlah  91 100% 
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016 
Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel  4.8  
di  atas,  maka  jumlah  responden  terbesar  adalah  responden yang  berjenis  
kelamin  perempuan  yaitu  sebanyak  52  orang  atau  57,14%. Sedangkan jumlah 
responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin  laki-laki  yaitu  
sebanyak  39  orang  atau  42,85%.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  
besar  wajib  pajak  orang  pribadi  yang terdaftar di KPP Makassar Selatan adalah 
berjenis kelamin perempuan. 
Tabel 4.3 
Komposisi Responden Berdasarkan Umur 
Umur (Tahun) Frekuensi Persentase 
21 – 30 47 51,64% 
31 – 40 10 10,98% 
41 – 50 20 21,97% 
> 50 14 15,38% 
Jumlah  91 100% 
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016 
Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.9 di atas, 
maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 21-30  tahun  
yaitu  sebanyak  47  orang  atau  51,64%.  Sedangkan  jumlah responden  terendah  
adalah  responden  yang  berusia  31-40  tahun  yaitu sebanyak 10 orang atau 
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10,98%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Makassar Selatan adalah berusia produktif. 
Tabel 4.4 
Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Frekuensi  Persentase  
SMA/Sederajat 5 5,49% 
D3 7 7,69% 
Sarjana 73 80,21% 
Pascasarjana 6 6,59% 
Lain-lain 0 0% 
Jumlah 91 100% 
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016 
  
Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada  
tabel  4.10  di  atas,  maka  jumlah  responden  terbesar  adalah responden yang 
sarjana yaitu  sebanyak 73 orang atau 80,21%. Sedangkan jumlah  responden  
terendah  adalah  responden  yang  pascasarjana  yaitu sebanyak  5  orang  atau  
5,49%.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian besar wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Selatan adalah sarjana. 
Tabel 4.5 
Komposisi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Frekuensi  Persentase  
Pegawai Negeri 38 41,75% 
Karyawan Swasta 49 53,84% 
Pengusaha 1 1,09% 
Lain-lain 3 3,29% 
Jumlah 91 100% 
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Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016 
Dari  data  karakteristik  responden  berdasarkan  pekerjaan  pada tabel  
4.11  di  atas,  maka  jumlah  responden  terbesar  adalah  responden yang  bekerja  
sebagai  karyawan  swasta  yaitu  sebanyak  49  orang  atau 53,84%.  Sedangkan  
jumlah  responden  terendah  adalah  responden  yang bekerja sebagai pengusaha 
yaitu sebanyak 1 orang atau 1,09%. 
Tabel 4.6 
Komposisi Responden Berdasarkan Pengisian SPT 
Pengisian SPT Frekuensi  Persentase  
Sendiri 80 87,91% 
Konsultan 2 2,19% 
Tenaga Ahli 9 9,89% 
Jumlah 91 100% 
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016 
Dari  data  karakteristik  responden  berdasarkan  pengisian  SPT pada  
tabel  4.12  di  atas,  maka  jumlah  responden  terbesar  adalah responden  yang  
pengisian  SPTnya  dilakukan  sendiri  yaitu  sebanyak  80 orang  atau  87,91%.  
Sedangkan  jumlah  responden  terendah  adalah responden  yang  pengisian  
SPTnya  dilakukan  oleh  konsultan  yaitu sebanyak  2  orang  atau  2,19%.  Maka  
dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di KPP Makassar Selatan adalah  wajib  pajak  yang  melakukan  
pengisian  SPTnya  sendiri  dan berlakunya Self Assessment System. 
Tabel 4.7 
Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Pajak 
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Pendidikan Pajak Frekuensi  Persentase  
Kursus 1 1,09% 
Pelatihan 8 8,79% 
Penyuluhan 20 21,97% 
Belajar Sendiri 62 68,13% 
Jumlah 91 100% 
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2016 
Dari  data  karakteristik  responden  berdasarkan  pendidikan  pajak pada  
tabel  4.13  di  atas,  maka  jumlah  responden  terbesar  adalah responden  yang  
pendidikan  pajaknya  diperoleh  karena  belajar  sendiri yaitu  sebanyak  62  
orang  atau  68,13%.  Sedangkan  jumlah  responden terendah  adalah responden  
yang  pendidikan  pajaknya  diperoleh karena kursus yaitu sebanyak 1 orang atau 
1,09%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar di KPP Makassar Selatan  adalah  wajib  pajak  yang  pendidikan  
pajaknya  diperoleh  dari belajar sendiri. 
C. Hasil uji statistik deskriptif 
Pengukuran  statistik  deskriptif  variabel  dilakukan  untuk  memberikan  
gambaran  umum  mengenai kisaran  teoritis,  kisaran  aktual,  rata-rata  (mean)  
dan  standar  deviasi  dari  masing-masing  variabel  yaitu tarif pajak,  sistem  









       
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
tarifpajak 91 16 29 26.20 2.272 
Sistemperpajakan 91 14 25 20.18 2.686 
Pengawasanpajak 91 11 24 19.02 2.671 
Sunsetpolicy 91 14 25 19.86 3.075 
taxevasion 91 27 35 31.31 2.416 
Valid N (listwise) 91     
     Sumber : data primer yang telah diolah, 2016  
Tabel tersebut menunjukkan kisaran rata-rata (mean) jawaban responden 
berada pada nilai atau angka 19.02 sampai 31.31.  Variabel tarif pajak (X1) 
menunjukkan angka rata-rata sebesar 26.20 dan titik tengah (median) sebesar 14,50 
(2,5 x 5,8). Nilai rata-rata variabel tarif pajak (X1) lebih besar dibandingkan nilai 
titik tengahnya, yaitu 26.20 > 14,50. Nilai rata-rata variabel tarif pajak (X1) 
sebesar 26.20 lebih mendekati nilai titik maksimum sebesar 29,00 dibandingkan 
nilai titik minimum sebesar 16,00. Hal ini berarti responden menanggapi aspek 
tarif pajak sebagai salah satu bentuk dalam meminimalisasi wajib pajak dalam 
melakukan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk 
tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. 
Variabel sistem perpajakan (X2) menunjukkan angka rata-rata sebesar 
20,18 dan titik tengah (median) sebesar 12,50 (2,5 x5). Nilai rata-rata variabel 
biaya kepatuhan (X2) lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya, yaitu 20,18 > 
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12,50. Nilai rata-rata variabel sistem perpajakan (X2) sebesar 20,18 lebih 
mendekati nilai titik maksimum sebesar 25,00 dibandingkan nilai titik minimum 
sebesar 14,00. Hal ini berarti responden menanggapi sistem perpajakan yang 
diterapkan oleh pemerintah sebagai aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan 
dalam kegiatan membayar pajak dan meminimalisasi tindakan tax evation. 
Variabel pengawasan pajak (X3) menunjukkan angka rata-rata sebesar 
19.02 dan titik tengah (median) sebesar 12,00 (2,5 x 4,8). Nilai rata-rata variabel 
pengawasan pajak  (X3) lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya, yaitu 19.02 
> 12,00. Nilai rata-rata variabel pengawasan pajak (X3) sebesar 19.02 lebih 
mendekati nilai titik maksimum sebesar 24,00 dibandingkan nilai titik minimum 
sebesar 11,00. Hal ini berarti responden menanggapi pengawasan pajak yang 
dilaksanakan dengan baik dan efisien sebagai aspek yang sangat penting untuk 
dilaksanakan dan diaplikasikan dalam meminimalisasi wajib pajak dalam 
melakukan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun meloloskan diri untuk 
tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. 
Variabel sunset policy (X4) menunjukkan angka rata-rata sebesar 19.86 dan 
titik tengah (median) sebesar 12,50 (2,5 x 5). Nilai rata-rata variabel sunset policy 
(X4) lebih besar dibandingkan nilai titik tengahnya, yaitu 19.86 > 12,50. Nilai rata-
rata variabel sunset policy (X3) sebesar 19.86 lebih mendekati nilai titik 
maksimum sebesar 25,00 dibandingkan nilai titik minimum sebesar 14,00. Hal ini 
berarti responden menanggapi kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam 
bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagai aspek 
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yang sangat penting untuk dilaksanakan dan diaplikasikan dalam meminimalisasi 
wajib pajak dalam melakukan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun 
meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang 
harus dibayarkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat 
untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksana 
kannya dengan benar. 
Variabel minimalisasi tax evasion (Y)  menunjukkan angka rata-rata 
terbesar yakni sebesar 31,31 dan titik tengah (median) sebesar 17,50 (2,5 x 7). 
Nilai rata-rata variabel minimalisasi tax evation (Y) lebih besar dibandingkan nilai 
titik tengahnya, yaitu 31,31 > 17,50. Nilai rata-rata variabel minimalisasi tax 
evation (Y) sebesar 31,31 lebih mendekati nilai titik maksimum sebesar 35,00 
dibandingkan nilai titik minimum sebesar 27,00. Hal ini berarti responden 
menanggapi variabel minimalisasi tindakan tax evation yang dilakukan wajib 
pajak menjadi bagian yang sangat penting yang dibangun dalam kelancaran 
kegiatan menbayar pajak. 
Keseluruhan variabel yang terdiri dari tarif pajak, sistem perpajakan, 
pengawasan pajak, sunset policy, dan variabel tax evasion merupakan unsur-unsur 
dalam membayar pajak yang sangat penting untuk diimplementasikan pada KPP 
Pratama Makassar. Berdasarkan besaran nilai rata-rata variabel tersebut, tarif 
pajak menempati prioritas utama untuk diimplementasikan dalam meminimalisasi 
tindakan tax evation, yaitu sebesar 26,20, selanjutnya prioritas berikutnya adalah 
sistem perpajakan sebesar 20.18, lalu  sunset policy sebesar 19.86 dan pengawasan 
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pajak sebesar 19.02. Hal ini mengindikasikan bahwa minimalisasi tindakan tax 
evation yang dilakukan wajib pajak lebih cenderung dapat dilakukan dengan 
unsur pemberian tarif pajak (peringkat pertama berdasarkan nilai rata-rata 
variabel) dibandingkan unsur sistem perpajakan, pengawasan pajak dan sunset 
policy. 
Nilai deviasi standar maupun rata-rata untuk setiap variabel menunjukkan 
tanda positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun terjadi kesenjangan 
yang besar antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, namun kesenjangannya 
masih dalam arah yang sama (positif) sehingga tidak menimbulkan gejala 
kesenjangan atau variasi yang serius.  
D. Hasil Uji Kualitas Data 
1.  Hasil Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. 
Dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan 
yang diharapkan peneliti. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak 
Instrumen penelitian r hitung Keterangan 
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Pernyataan  1. X1 0,596** Valid  
Pernyataan  2. X1 0,669** Valid 
Pernyataan  3. X1 0,596** Valid 
Pernyataan  4. X1 0,485** Valid 
Pernyataan 5. X1 0,667** Valid 
Pernyataan 6. X1 0,641** Valid 
 
      Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel tarif pajak (X1) 
menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Disimpulkan  
bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, 
hal ini bisa  dilihat  dari  nilai  masing-masing  item  pertanyaan  memiliki  nilai  
Corrected Item- Total Correlation yang lebih besar dari 0,30.  
Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan 
Instrumen penelitian r hitung Keterangan 
Pernyataan  1. X2 0,866** Valid 
Pernyataan  2. X2 0,802** Valid 
Pernyataan  3. X2 0,832** Valid 
Pernyataan  4. X2 0,723** Valid 
Pernyataan  5. X2 0,697** Valid 
     Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel sistem 
perpajakan (X2) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. 
Disimpulkan  bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah valid, hal ini bisa  dilihat  dari  nilai  masing-masing  item  pertanyaan  
memiliki  nilai  Corrected Item- Total Correlation yang lebih besar dari 0,30. 
Tabel 4.11 
   Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Pajak 
Instrumen penelitian r hitung Keterangan 
Pernyataan  1. X3 0,708** Valid 
Pernyataan  2. X3 0,812** Valid 
Pernyataan  3. X3 0,778** Valid 
Pernyataan  4. X3 0,347** Valid 
Pernyataan  5. X3 0,460** Valid  
       Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel pengawasan 
pajak (X3) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. 
Disimpulkan  bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah valid, hal ini bisa  dilihat  dari  nilai  masing-masing  item  pertanyaan  
memiliki  nilai  Corrected Item- Total Correlation yang lebih besar dari 0,30. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Variabel Sunset Policy 
 
Instrumen penelitian r hitung Keterangan 
Pernyataan  1. X4 0,867** Valid 
Pernyataan  2. X4 0,800** Valid 
Pernyataan  3. X4 0,860** Valid 
Pernyataan  4. X4 0,763** Valid 
Pernyataan  5. X4 0,493** Valid 
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     Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel sunset policy 
(X4) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Disimpulkan  
bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, 
hal ini bisa  dilihat  dari  nilai  masing-masing  item  pertanyaan  memiliki  nilai  
Corrected Item- Total Correlation yang lebih besar dari 0,30. 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Validitas Variabel Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 
 
Instrumen penelitian r hitung Keterangan 
Pernyataan  1. Y1 0,667** Valid 
Pernyataan  2. Y1 0,779** Valid 
Pernyataan  3. Y1 0,779** Valid 
Pernyataan  4. Y1 0,726** Valid 
Pernyataan  5. Y1 0,733** Valid 
Pernyataan  6. Y1 0,376** Valid 
Pernyataan  7. Y1 0,635** Valid 
     Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Hasil pengujian validitas untuk pernyataan pada variabel tax evasion atau 
penggelapan pajak (Y) menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan 
valid. Disimpulkan  bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah valid, hal ini bisa  dilihat  dari  nilai  masing-masing  item  




2.  Hasil Uji Reliabilitas 
Uji  reliabilitas  hanya  dapat  dilakukan  setelah  suatu  instrumen  telah  
dipastikan  validitasnya.  Pengujian  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  untuk  
menunjukan  tingkat  reliabilitas  konsistensi  internal  teknik  yang  digunakan 
adalah dengan mengukur koefisien  Cronbach‟s Alpha  dengan  bantuan  program  
SPSS 16. Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan secara konsisten 
atau stabil dari waktu kewaktu. Reliabilitas yang dapat diterima berada di antara 
range 0,60 sampai 0,799 dan reliabilitas yang baik adalah yang melebihi 0,80 
(Nurina,2010;26). 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s 
Alpha 
Batas reliabilitas Keterangan  
Tarif pajak 0,663 0,60 Reliabel 
Sistem perpajakan 0,799 0,60 Reliabel 
Pengawasan pajak 0,651 0,60 Reliabel 
Sunset policy 0,784 0,60 Reliabel 
Tax evasion 0,800 0,60 Reliabel 
Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Tabel  4.7  menunjukkan  nilai  cronbach‟s  alpha  atas  variabel tariff 
pajak sebesar  0,663,  variabel  sistem  perpajakan  sebesar  0,799, variabel  
pengawasan pajak  sebesar 0,651, sunset policy  sebesar  0,784  dan  variabel  tax 
evasion atau penggelapan  pajak  sebesar  0,800. Dari data di atas dapat 
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disimpulkan bahwa semua variabel baik variabel X maupun variabel Y dalam 
penelitian ini keandalannya dapat diterima. Hal ini dikarenakan  Alpha 
Cronbach‟s berada di kisaran 0,7 atau lebih dari 0,60 yang merupakan batas 
reliabel. 
E. Uji Asumsi Klasik 
1. Hasil Uji Normalitas Data 
Data  -  data  bertipe  skala  sebagai  pada  umumnya  mengikuti  asumsi  
distribusi  normal.  Namun,  tidak  mustahil  suatu  data  tidak  mengikuti asumsi 
normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang  diperoleh  harus  
dilakukan  uji  normalitas  terhadap  data  yang bersangkutan.  Dengan  demikian,  
analisis  statistika  yang  pertama  harus digunakan dalam rangka analisis data 
adalah analisis statistik berupa uji normalitas.  Uji normalitas bertujuan  untuk 
menguji variabel independen dan  variabel  dependen  yaitu  tarif pajak,  sistem  
perpajakan,  pengawasan pajak, sunset policy dan tax evasion atau penggelapan  
pajak  (Y)  keduanya  memiliki  distribusi  normal  atau  tidak,  berikut  ini  














Hasil Uji Normalitas 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.20523110 
Most Extreme Differences Absolute .069 
Positive .069 
Negative -.057 
Kolmogorov-Smirnov Z .658 
Asymp. Sig. (2-tailed) .780 
a. Test distribution is Normal.  
   
      Gambar 4.1 





Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Pada  grafik  normal  plot  terlihat  titik  -  titik  menyebar  di  sekitar  garis  
diagonal,  serta  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Kedua grafik 
ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas. 
 
 
2. Hasil Uji Multikolinieritas 
Pengujian  multikolonieritas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  pada 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.  Untuk  
mendeteksi  adanya  problem  multikol,  maka  dapat  dilakukan  dengan melihat 
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1 Tarifpajak .977 1.023 
sistemperpajakan .916 1.091 
pengawasanpajak .941 1.062 
Sunsetpolicy .956 1.047 
a. Dependent Variable: taxevasion  
 
Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  
mempunyai  nilai  tolerance  mendekati  angka  1  dan  nilai  variance  inflation  
factor  (VIF)  disekitar  angka  1.  Tarif pajak  mempunyai  nilai  tolerance  0,977,  
sistem  perpajakan  mempunyai  nilai  tolerance  0,916,  pengawasan pajak  
mempunyai  nilai  tolerance  0,941,  sunset policy mempunyai nilai  tolerance  
0,956 dan tarif pajak mempunyai nilai  VIF  1,023,  sistem  perpajakan  
mempunyai  nilai  VIF  1,091, pengawasan pajak  mempunyai  nilai  VIF  1,062  
dan sunset policy mempunyai  nilai  VIF  1,047. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah 
multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai. 
3. Uji  heteroskedastisitas   
      Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  
regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu pengamatan  yang  
lain.  Heteroskedastisitas  menunjukan  bahwa  variasi variabel  tidak  sama  untuk  
semua  pengamatan.  Pada  heteroskedastisitas kesalahan  yang  terjadi  tidak  
secara  acak  tetapi  menunjukan  hubungan yang  sistematis  sesuai  dengan  
besarnya  satu  atau  lebih  variabel. Apabila ingin mendeteksi adanya 
Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram 
Scatterplot ). Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu 
pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka terjadi Heteroskedastisitas dan Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil  Scatterplot  












Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Dari grafik Scatterplot yang ada pada gambar di atas dapat dilihat  bahwa  
titik-titik  menyebar  secara  acak,  serta  tersebar  baik  di  atas  maupun  dibawah  
angka  nol  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  
heteroskedastisitas  pada  model  regresi. 
F. Hasil Uji Hipotesis 
1. Analisis Regresi Linear Berganda 
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Teknik  regresi  berganda  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dua  atau 
lebih  variabel  independen  terhadap  satu  variabel  dependen.  Hasil  uji  regresi 
linear  berganda  terhadap  keempat variabel  independen,  yaitu  tariff pajak, 
system perpajakan, pengawasan pajak, dan sunset policy dapat dilihat pada tabel 
4.18 berikut ini. 
 
Tabel 4.17 










T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.559 3.997  5.395 .000 
Tarifpajak .211 .106 .198 1.990 .050 
sistemperpajakan .194 .093 .216 2.098 .039 
pengawasanpajak -.194 .092 -.214 -2.114 .037 
sunsetpolicy .202 .079 .257 2.549 .013 
a. Dependent Variable: taxevasion     
Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Berdasarkan tabel 4.18  persamaan regresi linear berganda, yang dibaca 
adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris 
selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen.  Berdasarkan tabel 4.18 
model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. 
Y = 21.559 +  0,211 X1+ 0,194 X2  - 0,194 X3 + 0,202 X4 + e 
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Nilai  konstanta  dengan  koefisien  regresi  pada  tabel  4.18  dapat  
dijelaskan sebagai berikut. 
a) Nilai konstanta adalah 21.559 ini menunjukkan bahwa, jika variabel 
independen (tarif pajak, sistem perpajakan, pengawasan pajak, dan sunset 
policy) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (tax evasion atau 
penggelapan pajak) naik sebesar 21.559  satuan. 
b) Koefisien regresi tariff pajak (b1) adalah 0,211 dan bertanda positif. Hal ini 
berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,211  jika nilai 
variabel X1  mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen 
lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya 
hubungan yang searah antara variabel tariff pajak (X1) dengan tax evasion 
atau penggelapan pajak  (Y). Semakin adil tarif pajak yang diberlakukan 
maka semakin tax evasion atau penggelapan pajak semakin berkurang.  
c) Koefisien regresi sistem perpajakan  (b2) adalah 0,194 dan bertanda 
positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 
0,194 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel 
independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan 
adanya hubungan yang searah antara variabel sistem perpajakan (X2) 
dengan variabel tax evasion atau penggelapan pajak (Y). Semakin baik 
sistem perpajakan yang diberikan terhadap wajib pajak maka tax evasion 
atau penggelapan pajak semakin berkurang. 
d) Koefisien regresi pengawasan pajak  (b3) adalah -0,194 dan bertanda 
negatif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami penurunan 
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sebesar -0,194  jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan 
variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda negatif 
menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel 
pengawasan pajak  (X3) dengan variabel tax evasion atau penggelapan 
pajak  (Y). Semakin tidak baik pengawasan yang dilakukan kepada wajib 
pajak, maka tax evasion atau penggelapan pajak akan meningkat. 
e) Koefisien regresi sunset policy  (b4) adalah 0,202 dan bertanda positif. Hal 
ini berarti, nilai variabel Y 6akan mengalami kenaikan sebesar 0,202 jika 
nilai variabel X4 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen 
lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya 
hubungan yang searah antara variabel sunset policy (X4) dengan variabel 
tax evasion atau penggelapan pajak (Y). Semakin baik sunset policy yang 
diberikan terhadap wajib pajak, maka tax evasion atau penggelapan pajak 
akan semakin berkurang. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 
persentase pengaruh variabel Tarif pajak, sistem perpajakan pajak, pengawasan 
dan sunset policy pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Peneliti 
melakukan  pengujian  koefisien  korelasi atau R dan pengujian koefisien 
determinasi  atau  R  Square  (R
2
). Apabila ingin mengetahui besarnya koefisien 
korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.18 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .167 .128 2.25593 
a. Predictors: (Constant), sunsetpolicy, pengawasanpajak, tarifpajak, 
sistemperpajakan 
b. Dependent Variable: taxevasion  
      Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
Hasil  pengujian  menunjukkan  besarnya  koefisien  korelasi berganda  
(R),  koefisien  determinasi  (R  Square),  dan  koefisien determinasi  yang  
disesuaikan  (Adjusted  R  Square).  Berdasarkan  tabel model  summary di  atas  
diperoleh  bahwa  nilai  koefisien  korelasi berganda  (R)  sebesar  0,409 atau 
40%. Ini  menunjukkan  bahwa  variabel  tarif pajak, sistem perpajakan, 
pengawasan pajak dan sunset policy terhadap  penggelapan  pajak  mempunyai  
hubungan. Hasil  pada  tabel  di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien 
determinasi  (R  Square)  sebesar  0,167 dan  nilai  koefisien  determinasi yang 
sudah disesuaikan (Adjusted R Square) adalah 0,128. Hal ini berarti 12,8%  
variasi  dari  penggelapan  pajak  bisa  dijelaskan  oleh  variasi variabel  
independen  (tarif pajak,  sistem  perpajakan,  pengawasan pajak  dan sunset 
policy). Sedangkan sisanya (100%  -  12,8% =  87,2%)  dijelaskan  oleh  variabel  
lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam model  penelitian  ini  seperti  variabel 
kecenderungan, teknologi  informasi, dan  budaya  yang  berbeda diharapkan  
variabel  lain  ini  juga  akan  mempengaruhi penggelapan  pajak.  Jadi  terdapat  
banyak  variabel-variabel  yang  dapat mempengaruhi  penggelapan  pajak,  
 110 
 
dengan  mengetahui  faktor  apa  saja yang mempengaruhi penggelapan pajak, 
maka akan mencegah terjadinya penggelapan  pajak  yang  sering  terjadi  di  
indonesia,  sehingga  kasus perpajakan lainnya dapat terungkap. 
3. Hasil Uji t (Parsial) 
Uji  statistik  t  berguna  untuk  menguji  pengaruh  dari  masing-masing  
variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel  dependen. Untuk  
mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  masing - masing  variabel independen 
secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 
0,05. Hasil uji statistik  t dapat dilihat pada tabel, jika  nilai  probability  t  <  0,05  
maka  Ha  diterima,  sedangkan  jika  nilai probability t > 0,05 maka Ha ditolak. 




Hasil Uji t (Parsial) 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.559 3.997  5.395 .000 
Tarifpajak .211 .106 .198 1.990 .050 
Sistemperpajakan .194 .093 .216 2.098 .039 
Pengawasanpajak -.194 .092 -.214 -2.114 .037 
Sunsetpolicy .202 .079 .257 2.549 .013 




Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Melalui statistik uji-t yang terdiri dari  tarif pajak (X1), sistem perpajakan 
(X2), pengawasan pajak (X3) dan sunset policy (X4) dapat diketahui secara parsial 
pengaruhnya terhadap tax evasion atau Penggelapan Pajak (Y). 
a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 
Tabel  4.19 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki tingkat 
signifikan sebesar 0,050 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H1diterima dan 
Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa tariff pajak berpengaruh signifikan 
terhadap tax evasion (penggelapan pajak). Nilai t yang bernilai 1.990 
menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel 
dependen. 
b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 
Tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki 
tingkat signifikan sebesar 0,039 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H2 
diterima dan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan 
berpengaruh signifikan terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Nilai t yang 
bernilai 2.098  menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap 
variabel dependen 
c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 
Tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel pengawasan pajak memiliki 
tingkat signifikan sebesar 0,037 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H3 
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diterima dan Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Nilai t yang 
bernilai -2.114  menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap 
variabel dependen. 
d) Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 
Tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel sunset policy memiliki tingkat 
signifikan sebesar 0,013 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H3 diterima dan 
Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sunset policy berpengaruh signifikan 
terhadap tax evasion atau penggelapan pajak. Nilai t yang bernilai 2.549  
menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel 
dependen. 
4. Hasil Uji F (Simultan) 
Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai 
probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  maka  Ha  diterima  dan  menolak  Ho, 
















Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 87.711 4 21.928 4.309 .003
a
 
Residual 437.674 86 5.089   
Total 525.385 90    
a. Predictors: (Constant), sunsetpolicy, pengawasanpajak, tarifpajak, 
sistemperpajakan 
 
b. Dependent Variable: taxevasion    
 
Sumber : data primer yang telah diolah, 2016 
 
Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai  
F  hitung  sebesar  4.309  dengan  signifikan  sebesar  0,003.  Nilai  signifikan 
tersebut  lebih  kecil  daripada  0,05,  sehingga  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa 
variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 
Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu tarif pajak, 
system peprpajakan, pengawasan pajak dan sunset policy secara  bersama-sama  
akan berpengaruh  pada  minimalisasi tax evasion di  KPP  Pratama  Makassar 
Selatan. Dengan  demikian  dalam  upaya  mengurangi  penggelapan  pajak 
pemerintah  perlu  melakukan  perbaikan  sistem  yang  lebih  baik  lagi  dan 
menerapkan suatu keadilan bagi  Wajib Pajak  dalam  hal perpajakan dan 
menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan pemeriksaan pajak dengan  
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pengawasan  yang  lebih  baik  lagi  sehingga  tidak  hilangnya pemasukan  pajak  
Negara  yang  dapat  digunakan  sebagai  pembangunan. 
 
G. Pembahasan 
Berdasarkan  hasil  pengujian  dari  tabel  dapat  disimpulkan  sebagai 
berikut: 
1. Pengaruh Tarif pajak Terhadap minimalisasi Penggelapan Pajak. 
    Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel  tarif pajak  mempunyai  
tingkat  signifikasi  sebesar  0,050  dan  nilai  t  sebesar  1.990. Hal  ini  berarti  
Ha1  diterima  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  Tarif pajak  berpengaruh  positif  
dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Tarif  pajak  menentukan  tingkat  
penerimaan  pajak  dan  berhubungan dengan kecenderungan  wajib  pajak  untuk  
melakukan  penggelapan  pajak.  Misalnya  tarif progresif  (tarif  pajak  yang  
akan  semakin  naik  sebanding  dengan  naiknya  dasar pengenaan  pajak   pada  
level  terakhir  menjadi  tinggi)  pada  penghasilan  kena  pajak tertentu  maka 
wajib  pajak akan mencari altematif untuk menghindari tarif progresif yang  
terakhir.  Misalnya,  dengan  cara  meningkatkan  biaya  merger,  atau  pemecahan 
badan  usaha  (langkah  mengurangi  keuntungan  kena  pajak).  Langkah  tersebut 
dilakukan oleh wajib pajak bila memperoleh benefit yang lebih tinggi.  
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Tarif  pajak  merupakan  bagian  penghasilan  yang  dilaporkan  yang  
harus dibayarkan kepada  negara  oleh  wajib  pajak.  Pada  tingkat  penghasilan 
tertentu yang dilaporkan,  tarif  pajak  akan  berpengaruh  negatif  pada  utility  
wajib  pajak.  Semakin rendah  tarif  pajak  akan  meningkatkan  utility  wajib  
pajak  dan  akan  memberikan insentif  bagi  wajib  pajak  untuk  melaporkan  
penghasilannya  kepada  administrasi pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  
oleh  faktor-faktor  ekonomi  yaitu penghasilan  sebelum  pajak,  tarif  pajak  dan  
penalti.  Berdasarkan  konsep  expected utility sebagaimana model A-S, seorang 
wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat  
expected utility dari penghasilan yang diterimanya akan  maksimal. 
2. Pengaruh  Sistem  Perpajakan  Terhadap minimalisasi Penggelapan Pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sistem  perpajakan  
mempunyai  tingkat  signifikasi  sebesar  0,039  dan nilai  t  sebesar  -  2.098.  Hal  
ini  berarti  Ha2  diterima  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  sistem  perpajakan  
berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin  baik,  
mudah  dan  terkendali  prosedur  sistem  perpajakan yang diterapkan, maka 
tindak penggelapan pajak dianggap  suatu  yang  tidak  etis  bahkan  mampu  
meminimalisir  perilaku  tindak penggelapan  pajak.   
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  
Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (penjelasan  bagian  umum  angka  3)  sistem  
pemungutan  pajak  di  Indonesia  memiliki  corak  dan  ciri  tersendiri  dengan  
menganut  self  assessment system  dimana  masyarakat/WP  diberikan  
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kepercayaan  penuh  untuk  menghitung, memperhitungkan, menyetor serta 
melaporkan kewajiban  pajaknya,  dan  menunjukan  sifat  kegotongroyongan  
pajak  sebagai  wujud  kewajiban  kenegaraan  setiap  anggota  masyarakat. 
Dengan  berbagai  akses  kemudahan  sistem  perpajakan  yang  ada,  baik  dalam  
hal  pelaporan  SPT  (Surat  Pemberitahuan  Tahunan)  dan  SSP  (Surat  Setoran  
Pajak,  serta  kemudahan  dalam  membayar  pajaknya, diharapkan  
masyarakat/WP  mampu  bekerjasama  dengan  baik  dan jujur  dalam  
melaporkan  kewajiban  perpajakannya  sehingga  mampu menekan  angka  
penggelapan  pajak  dan  dapat  meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai 
pembangunan nasional. 
3. Pengaruh  pengawasan pajak  Terhadap minimalisasi Penggelapan Pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengawasan pajak 
mempunyai  tingkat  signifikasi  sebesar  0,037  dan nilai  t  sebesar  2.114.  Hal  
ini  berarti  Ha3  diterima  sehingga  dapat dikatakan  bahwa pengawasan pajak 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan. Fungsi Pengawasan 
dalam lingkup perpajakkan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal 
Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang 
perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut 
merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam 
hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan 




Namun yang terjadi sekarang ini pengawasan pajak belum efektif, Ada 
pandangan bahwa sanksi hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sedangkan 
masyarakat golongan atas dengan kelebihan power yang dimiliki dengan segala 
cara mampu memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melepaskan diri dari 
sanksi-sanksi hukum dengan mengabaikan etika dan moral, bukan hanya itu 
pengawasan pajak juga disebabkan karena besarnya jumlah wp yang menunggak 
pembayaran pajak yang merupakan wujud sikap perlawanan wajib pajak dan 
Munculnya sikap perlawanan adalah akibat adanya rasa tidak puas terhadap suatu 
proses perpajakan. 
4. Pengaruh  sunset policy  Terhadap minimalisasi Penggelapan Pajak 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sunset policy  mempunyai  
tingkat  signifikasi  sebesar  0,013  dan nilai  t  sebesar  2.549. Pada hakikatnya 
program pengampunan pajak seperti Sunset Policy, dapat meningkatkan kemauan 
membayar pajak (willingness to pay) dari wajib pajak. Penghapusan sanksi 
diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas 
kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak 
selanjutnya. Yang menjadi dasar hukum  adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a undang-
undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) dan Peraturan menteri keuangan nomor 
91/PMK.03/2015 Tentan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas 
keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat 
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pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak (PMK 
Nomor 91/PMK.03/2015. 
Pengaruh Sunset Policy terhadap kemauan membayar pajak dapat 
dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi Sunset Policy 
terhadap beberapa indikator kemauan membayar pajak. Substansi Sunset Policy 
yang pertama adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang 
belum memiliki NPWP. Sanksi perpajakan akibat tidak memiliki NPWP 
merupakan hambatan bagi wajib pajak yang sebenarnya memiliki keinginan untuk 
membayar pajak. Program  Sunset Policy yang membebaskan sanksi atas 
ketidakpemilikan NPWP sebelumnya diharapkan dapat mendorong kemauan 
membayar pajak oleh wajib pajak. Namun kurangnya sosialisasi atau penyuluhan 
yang dilakukan petugas pajak sehingga masih banyaknya wajib pajak yang tidak 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menganalisa pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, 
pengawasan pajak, dan sunset policy terhadap tax evasion. Berdasarkan dari 
hasil penelitian dan analisa data diperoleh kesimpulan. Hasil analisis 
koefisien mengenai model regresi menunjukkan bahwa jika tarif pajak, sistem 
perpajakan, pengawasan pajak, dan sunset policy terhadap tax evasion dapat 
dilaksanakan dengan baik maka tax evasion dikalangan responden dapat 
menurun. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tarif pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap minimalisasi tax 
evasion (penggelapan pajak).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan tarif 




2. Sistem Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap 
minimalisasi tax evasion (penggelapanpajak).  Hal  ini  menunjukkan  
bahwa  semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan maka tax evasion 
(penggelapan pajak) akan semakin berkurang. 
3. Pengawasan pajak berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap minimalisasi 
tax evasion.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  makin baik pengawasan yang 
dilakukan,  maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. 
4. Sunset policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap minimalisasi tax 
evasion (penggelapan pajak). Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan 
sunset policy yang baik serta sosialisasi yang cukup maka tax evasion 
(penggelapan pajak akan semakin berkurang). 
B. Keterbatasan 
Adapun keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian ini 
adalah : (1) Ada responden yang tidak menjawab pertanyaan kuesioner yang telah 
disebarkan oleh penulis, sehingga mengakibatkan adanya missing data sehingga 
data tersebut tidak dapat diolah dengan baik. (2) Karena luasnya wilayah kerja 
KKP Pratama Makassar Selatan sehingga tidak semua wajib pajak dapat 
terakomodir sebagai responden dalam penelitian ini. (3) Karena keterbatasan 
waktu untuk penelitian sehingga penulis tidak dapat menganalisis penelitian ini 
dengan maksimal.(4) Karena keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga hasilnya 




Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan sebagai berikut : (1) Bagi KPP Pratama Makassar Selatan 
harus lebih meningkatkan sosialiasi mengenai pengawasan pajak dan sunset 
policy kepada masyarakat agar mau menggunakan fasilitas yang telah diberikan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya. (2) Kecenderungan terjadinya tax evasion 
cukup tinggi. Oleh karena itu, KPP Pratama Makassar Selatan harus berusaha 
untuk dapat meminimalisir tax evasion secara maksimal. (3) Diharapkan 
penelitian selanjutnya dapat menggali faktor-faktor lain dengan menambahkan 
variabel bebas yang berpengaruh terhadap minimalisasi tax evasion. (4) 
Pemerintah harus dapat menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pajak yang 
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1 5 5 4 4 5 4 27 1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 4 4 5 5 26 2 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 5 5 4 4 26 3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 5 4 21 
5 4 4 5 5 5 5 28 5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 5 5 5 27 6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 5 5 4 26 7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 5 5 5 27 8 5 5 4 5 5 24 
9 4 4 4 4 5 5 26 9 5 5 5 5 5 25 
10 5 5 5 4 5 5 29 10 4 4 4 4 4 20 
11 5 5 4 4 5 5 28 11 4 4 4 4 4 20 
12 3 3 3 4 4 4 21 12 4 4 4 4 4 20 
13 3 3 4 4 3 4 21 13 4 4 4 4 4 20 
14 4 4 4 5 5 5 27 14 4 5 5 4 4 22 
15 4 4 5 5 4 4 26 15 4 5 5 4 4 22 
16 4 4 5 5 5 4 27 16 4 4 4 4 5 21 
17 5 5 4 4 5 5 28 17 4 4 4 4 4 20 
18 4 3 3 3 4 2 19 18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 4 5 5 4 26 19 5 5 5 4 4 23 
20 4 4 4 3 5 5 25 20 4 4 4 4 4 20 
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21 5 5 5 4 4 4 27 21 5 5 5 5 5 25 
22 5 5 5 4 4 4 27 22 5 5 5 4 4 23 
23 4 4 4 4 5 5 26 23 5 5 5 5 4 24 
24 5 5 4 4 5 5 28 24 4 5 4 5 5 23 
25 4 5 5 4 3 4 25 25 4 5 4 4 4 21 
26 3 3 4 3 4 4 21 26 4 4 4 4 4 20 
27 5 5 4 4 4 5 27 27 5 4 4 5 5 23 
28 4 5 5 4 4 4 26 28 4 4 5 5 4 22 
29 4 2 3 4 3 4 20 29 4 4 4 4 4 20 
30 4 4 4 5 5 4 26 30 4 4 4 4 4 20 
31 5 5 4 4 4 4 26 31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 5 5 5 5 28 32 4 4 4 5 4 21 
33 3 3 4 4 3 4 21 33 5 5 5 5 4 24 
34 5 4 4 5 5 5 28 34 4 4 4 5 4 21 
35 3 4 4 5 5 5 26 35 4 4 4 4 4 20 
36 4 5 5 4 4 4 26 36 4 4 4 4 4 20 
37 5 4 4 3 5 5 26 37 4 4 4 4 4 20 
38 3 3 3 4 3 3 19 38 4 4 4 4 4 20 
39 4 4 4 5 5 5 27 39 4 4 4 4 4 20 
40 5 5 5 4 4 4 27 40 5 4 4 5 5 23 
41 4 4 5 5 5 5 28 41 5 5 5 5 5 25 
42 4 5 5 4 4 4 26 42 4 4 5 4 4 21 
43 4 4 5 5 5 5 28 43 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 5 5 4 4 26 44 5 4 5 5 5 24 
45 4 4 5 5 5 5 28 45 4 4 4 4 4 20 
46 4 5 5 4 4 4 26 46 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 5 5 5 5 28 47 4 5 5 5 5 24 
48 4 4 5 5 4 4 26 48 4 4 4 5 5 22 
49 4 4 5 5 4 4 26 49 4 4 4 4 4 20 
50 4 4 4 5 5 5 27 50 4 4 4 1 5 18 
51 5 5 5 5 4 5 29 51 4 4 4 3 4 19 
52 4 4 5 5 4 4 26 52 4 4 4 1 4 17 
53 4 4 5 5 5 3 26 53 4 4 4 2 4 18 
54 4 4 4 5 5 5 27 54 4 5 5 1 5 20 
55 4 4 4 4 5 5 26 55 4 4 4 1 4 17 
56 4 4 5 5 4 4 26 56 3 3 3 3 4 16 
57 5 5 4 4 4 5 27 57 4 4 4 1 4 17 
58 5 5 5 4 4 4 27 58 4 5 4 2 5 20 
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59 4 4 4 5 5 5 27 59 5 4 5 5 5 24 
60 5 5 4 4 4 4 26 60 4 4 4 4 4 20 
61 4 4 4 5 5 5 27 61 4 3 4 4 4 19 
62 4 4 4 4 5 5 26 62 3 3 3 3 3 15 
63 4 5 5 5 4 4 27 63 4 4 4 4 4 20 
64 4 5 5 4 5 5 28 64 4 5 4 4 5 22 
65 4 4 4 5 5 5 27 65 3 3 2 2 4 14 
66 5 5 5 4 4 5 28 66 3 4 3 3 4 17 
67 5 5 5 4 5 5 29 67 4 4 4 4 4 20 
68 4 5 4 5 4 5 27 68 2 4 4 4 4 18 
68 4 4 4 5 5 5 27 68 3 4 3 4 3 17 
70 5 5 5 4 4 4 27 70 3 3 3 3 3 15 
71 5 5 4 5 5 5 29 71 3 3 3 3 4 16 
72 4 4 4 5 5 5 27 72 4 4 4 1 4 17 
73 4 4 5 4 4 4 25 73 4 5 4 2 5 20 
74 5 5 4 4 5 4 27 74 3 4 3 4 3 17 
75 4 4 4 5 5 5 27 75 3 3 3 3 3 15 
76 4 4 5 5 5 5 28 76 3 3 3 3 4 16 
77 4 4 5 5 4 4 26 77 4 4 4 1 4 17 
78 4 4 4 5 5 5 27 78 3 3 3 3 4 16 
79 4 5 5 5 4 4 27 79 3 3 3 3 4 16 
80 4 4 4 5 5 5 27 80 5 5 4 5 5 24 
81 4 4 4 5 5 5 27 81 5 5 5 5 5 25 
82 4 4 4 4 4 4 24 82 3 3 3 3 3 15 
83 4 4 5 5 5 5 28 83 4 4 4 4 4 20 
84 4 5 5 4 4 4 26 84 4 4 4 4 4 20 
85 5 5 5 4 4 4 27 85 4 4 4 4 4 20 
86 5 5 4 5 4 4 27 86 5 5 5 5 5 25 
87 4 4 4 5 5 5 27 87 4 4 4 4 4 20 
88 5 5 5 4 4 4 27 88 4 4 4 4 4 20 
89 5 5 5 4 4 4 27 89 4 4 4 5 4 21 
90 3 3 2 3 2 3 16 90 5 5 4 5 5 24 
91 5 5 4 5 4 4 27 91 5 5 5 5 5 25 
 
PengawasanPajak Sunset Policy 
No. pp1 pp2 pp3 pp4 pp5 jml No. st1 st2 st3 st4 st5 jml 
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1 4 5 5 5 5 24 1 4 4 5 4 5 22 
2 4 4 4 4 4 20 2 4 5 4 4 4 21 
3 4 4 4 4 4 20 3 4 4 5 4 4 21 
4 4 4 4 3 3 18 4 5 5 5 4 4 23 
5 3 3 3 4 3 16 5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 4 4 20 6 5 5 5 5 5 25 
7 4 4 4 4 4 20 7 5 5 5 5 5 25 
8 4 1 3 4 4 16 8 5 4 5 5 5 24 
9 4 4 4 4 4 20 9 4 4 4 5 5 22 
10 4 4 4 5 5 22 10 5 5 5 5 5 25 
11 4 4 4 4 4 20 11 5 5 5 5 5 25 
12 4 4 4 4 5 21 12 5 5 5 5 5 25 
13 4 4 4 5 5 22 13 5 5 4 5 4 23 
14 4 4 5 4 5 22 14 4 4 5 3 4 20 
15 4 4 4 5 5 22 15 4 4 4 4 4 20 
16 4 4 4 3 3 18 16 4 5 5 4 4 22 
17 4 4 4 5 5 22 17 4 4 4 5 4 21 
18 4 4 3 4 4 19 18 4 4 4 5 4 21 
19 4 3 3 4 4 18 19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 3 19 21 4 5 4 4 5 22 
22 4 4 4 3 3 18 22 5 4 5 5 5 24 
23 3 4 4 4 4 19 23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 5 5 4 22 24 4 3 4 4 4 19 
25 3 4 5 4 4 20 25 3 3 3 3 3 15 
26 5 5 4 4 2 20 26 4 4 4 4 4 20 
27 3 5 5 4 4 21 27 4 5 4 4 5 22 
28 4 3 4 4 4 19 28 3 3 2 2 4 14 
29 4 4 4 4 4 20 29 3 4 3 3 4 17 
30 4 4 4 4 2 18 30 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 4 4 4 20 31 2 4 4 4 4 18 
32 4 4 4 4 4 20 32 3 4 3 4 3 17 
33 4 4 4 4 4 20 33 4 4 4 4 4 20 
34 5 3 5 4 4 21 34 4 4 4 4 4 20 
35 3 5 5 4 4 21 35 4 4 4 4 4 20 
36 2 5 5 4 4 20 36 4 4 4 4 4 20 
37 4 5 5 3 4 21 37 4 4 4 4 4 20 
38 4 5 5 4 4 22 38 5 4 5 4 4 22 
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39 5 4 4 4 4 21 39 4 4 5 4 4 21 
40 5 5 3 5 4 22 40 4 5 4 4 2 19 
41 4 3 5 4 4 20 41 4 4 4 4 1 17 
42 3 5 5 4 2 19 42 4 5 4 4 3 20 
43 5 5 5 4 4 23 43 4 4 4 4 5 21 
44 3 3 5 4 4 19 44 4 4 4 5 4 21 
45 5 5 3 4 2 19 45 4 4 4 4 4 20 
46 4 2 4 4 4 18 46 5 5 5 5 5 25 
47 4 3 4 4 4 19 47 4 4 4 4 4 20 
48 4 3 3 4 4 18 48 4 4 4 1 5 18 
49 4 2 4 3 4 17 49 4 4 4 3 4 19 
50 4 2 4 4 4 18 50 4 4 4 1 4 17 
51 4 5 5 4 4 22 51 4 4 4 2 4 18 
52 3 4 3 4 5 19 52 4 5 5 1 5 20 
53 3 4 4 4 4 19 53 4 4 4 1 4 17 
54 4 4 3 4 4 19 54 4 4 4 4 4 20 
55 4 4 4 5 5 22 55 4 4 4 4 4 20 
56 3 3 4 4 4 18 56 4 4 4 4 4 20 
57 4 4 4 4 4 20 57 4 4 4 4 4 20 
58 4 4 3 4 5 20 58 4 4 4 4 4 20 
59 4 4 4 4 4 20 59 4 4 4 1 5 18 
60 4 4 4 5 5 22 60 4 4 4 3 4 19 
61 4 4 4 4 4 20 61 4 4 4 1 4 17 
62 4 5 5 4 4 22 62 4 4 4 2 4 18 
63 3 3 4 4 3 17 63 4 5 5 1 5 20 
64 5 3 4 4 4 20 64 4 4 4 1 4 17 
65 3 5 5 3 3 19 65 3 3 3 3 4 16 
66 4 5 4 4 4 21 66 4 4 4 4 1 17 
67 4 4 4 5 5 22 67 4 5 4 4 3 20 
68 4 4 5 4 4 21 68 3 3 2 2 4 14 
68 4 4 4 5 5 22 68 3 4 3 3 4 17 
70 1 1 1 4 4 11 70 4 5 4 4 5 22 
71 2 2 3 4 3 14 71 3 3 2 2 4 14 
72 3 3 2 4 4 16 72 3 4 3 3 4 17 
73 3 2 2 4 3 14 73 4 5 4 3 4 20 
74 1 1 2 4 4 12 74 4 4 4 4 4 20 
75 3 3 2 4 3 15 75 4 5 4 4 5 22 
76 2 2 3 4 4 15 76 3 3 2 2 4 14 
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77 4 3 3 4 4 18 77 3 4 3 3 4 17 
78 4 3 2 5 4 18 78 3 3 2 2 4 14 
79 3 2 3 4 4 16 79 3 3 2 2 4 14 
80 3 3 3 3 4 16 80 3 3 2 2 4 14 
81 4 2 1 4 4 15 81 3 3 2 2 4 14 
82 2 2 3 3 4 14 82 5 5 5 5 5 25 
83 3 3 2 4 4 16 83 5 5 5 5 5 25 
84 2 1 1 4 3 11 84 5 5 5 5 5 25 
85 4 3 3 4 4 18 85 5 5 4 5 4 23 
86 5 4 4 4 5 22 86 4 5 4 4 5 22 
87 2 2 2 5 3 14 87 3 3 2 2 4 14 
88 4 3 3 4 4 18 88 5 5 5 5 5 25 
89 4 3 4 5 4 20 89 5 5 4 5 4 23 
90 3 3 3 4 4 17 90 4 4 4 4 4 20 
91 5 4 4 4 5 22 91 4 5 4 4 5 22 
 
tax evasion  
No. te1 te2 te3 te4 te5 te6 te7 jml 
1 4 5 5 5 5 5 5 34 
2 4 5 5 5 4 5 4 32 
3 4 4 4 5 4 5 4 30 
4 4 4 4 4 4 5 5 30 
5 5 4 4 4 5 5 5 32 
6 5 5 5 4 4 5 4 32 
7 5 4 5 5 5 5 5 34 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 5 5 5 5 5 5 4 34 
10 4 4 4 4 4 5 4 29 
11 4 5 4 5 5 5 5 33 
12 5 4 5 4 5 5 5 33 
13 5 5 5 5 4 4 4 32 
14 4 3 4 4 4 4 4 27 
15 4 4 4 4 4 5 4 29 
16 4 5 5 5 5 4 4 32 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 4 3 4 4 4 5 5 29 
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19 5 5 5 5 5 5 5 35 
20 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 5 4 4 4 5 5 4 31 
22 5 4 5 4 4 5 5 32 
23 5 4 4 4 4 5 4 30 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 
25 4 4 4 4 5 5 4 30 
26 4 4 4 4 4 4 5 29 
27 4 4 4 4 5 5 5 31 
28 4 3 4 4 4 5 4 28 
29 4 4 4 4 4 5 4 29 
30 4 4 4 5 5 5 5 32 
31 4 4 4 5 4 5 4 30 
32 5 5 5 5 5 5 5 35 
33 5 4 4 4 5 5 4 31 
34 5 5 5 5 5 5 5 35 
35 4 4 5 4 4 5 4 30 
36 4 3 4 3 4 5 4 27 
37 4 4 4 4 5 4 4 29 
38 4 4 5 4 4 5 4 30 
39 5 4 4 5 4 4 4 30 
40 4 4 4 4 4 5 4 29 
41 4 4 4 5 4 5 4 30 
42 5 4 4 4 5 5 4 31 
43 5 4 4 5 4 5 4 31 
44 5 5 5 5 4 5 4 33 
45 4 4 4 5 4 4 4 29 
46 5 5 5 5 5 5 5 35 
47 5 5 5 4 5 4 4 32 
48 5 4 4 4 5 5 4 31 
49 4 4 4 4 5 5 4 30 
50 5 4 4 4 5 5 4 31 
51 5 4 4 4 5 5 4 31 
52 4 4 4 4 4 4 4 28 
53 5 5 5 5 5 5 5 35 
54 5 5 5 5 5 5 5 35 
55 5 5 5 5 5 4 4 33 
56 5 4 4 4 4 5 4 30 
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57 3 4 4 4 4 5 4 28 
58 5 4 4 4 4 5 4 30 
59 5 4 5 5 5 4 4 32 
60 3 4 4 4 4 4 4 27 
61 4 4 4 4 4 4 4 28 
62 4 4 4 4 4 5 5 30 
63 4 4 5 5 5 5 5 33 
64 5 5 5 5 5 5 5 35 
65 5 4 4 4 4 5 4 30 
66 4 4 4 4 4 4 4 28 
67 5 5 4 4 4 5 4 31 
68 5 4 4 4 4 4 4 29 
68 5 4 4 4 4 4 4 29 
70 4 4 4 4 4 4 4 28 
71 4 4 4 4 4 4 4 28 
72 4 4 4 4 4 4 4 28 
73 5 5 5 5 5 3 4 32 
74 5 5 4 4 4 5 4 31 
75 4 4 4 4 5 5 5 31 
76 5 5 5 5 5 5 5 35 
77 5 5 5 5 5 4 4 33 
78 5 5 5 5 5 4 4 33 
79 5 5 5 5 5 5 5 35 
80 5 5 5 4 5 5 5 34 
81 5 5 4 5 4 5 4 32 
82 5 4 5 4 4 5 5 32 
83 5 5 5 5 5 5 5 35 
84 5 5 5 5 5 5 5 35 
85 5 4 4 5 5 5 5 33 
86 5 5 5 5 5 5 5 35 
87 4 4 4 4 4 5 5 30 
88 5 5 5 5 5 5 5 35 
89 5 4 4 5 5 5 5 33 
90 4 4 4 4 4 5 5 30 







LAMPIRAN HASIL DATA 
Tariff Pajak 
Correlations 







 -.122 .169 .147 .596
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 .004 .124 .055 .082 .000 







 -.044 .105 .138 .669
**
 
Sig. (1-tailed) .000  .000 .341 .161 .096 .000 









 .083 .059 .596
**
 
Sig. (1-tailed) .004 .000  .010 .217 .289 .000 












Sig. (1-tailed) .124 .341 .010  .000 .001 .000 
N 91 91 91 91 91 91 91 
tp5 Pearson 
Correlation 







Sig. (1-tailed) .055 .161 .217 .000  .000 .000 












Sig. (1-tailed) .082 .096 .289 .001 .000  .000 
















Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 91 91 91 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).     
SistemPerpajakan 
Correlations 
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.000 .000 .000 .000 .000  
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  st1 st2 st3 st4 st5 sunsetpolicy 











Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 .001 .000 
N 91 91 91 91 91 91 











Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .002 .000 
N 91 91 91 91 91 91 











Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 
N 91 91 91 91 91 91 






 1 .091 .763
**
 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  .195 .000 
N 91 91 91 91 91 91 






 .091 1 .493
**
 
Sig. (1-tailed) .001 .002 .001 .195  .000 
N 91 91 91 91 91 91 











Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 91 91 91 91 91 91 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).     
Tax evasion 
Correlations 
















Sig. (1-tailed)  .000 .000 .001 .000 .041 .052 .000 
















Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 .000 .282 .010 .000 
















Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 .000 .400 .000 .000 
















Sig. (1-tailed) .001 .000 .000  .000 .391 .001 .000 


















Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000  .091 .000 .000 










Sig. (1-tailed) .041 .282 .400 .391 .091  .000 .000 
















Sig. (1-tailed) .052 .010 .000 .001 .000 .000  .000 


















Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-
tailed). 
      





TarifPajak       
Reliability Statistics 
Cronbach's 


































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tarifpajak 91 16.00 29.00 26.1978 2.27166 
sistemperpajakan 91 14.00 25.00 20.1758 2.68574 
pengawasanpajak 91 11.00 24.00 19.0220 2.67074 
Sunsetpolicy 91 14.00 25.00 19.8571 3.07525 
Taxevasion 91 27.00 35.00 31.3077 2.41611 
Valid N (listwise) 91     
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.20523110 
Most Extreme Differences Absolute .069 
Positive .069 
Negative -.057 
Kolmogorov-Smirnov Z .658 
Asymp. Sig. (2-tailed) .780 
a. Test distribution is Normal.  












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.559 3.997  5.395 .000 
Tarifpajak .211 .106 .198 1.990 .050 
sistemperpajakan .194 .093 .216 2.098 .039 
pengawasanpajak -.194 .092 -.214 -2.114 .037 
sunsetpolicy .202 .079 .257 2.549 .013 
a. Dependent Variable: taxevasion     
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 87.711 4 21.928 4.309 .003
a
 
Residual 437.674 86 5.089   
Total 525.385 90    
a. Predictors: (Constant), sunsetpolicy, pengawasanpajak, tarifpajak, 
sistemperpajakan 
 







1 Tarifpajak .977 1.023 
sistemperpajakan .916 1.091 
pengawasanpajak .941 1.062 
sunsetpolicy .956 1.047 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .167 .128 2.25593 
a. Predictors: (Constant), sunsetpolicy, pengawasanpajak, tarifpajak, 
sistemperpajakan 
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